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ABSTRAK 
 
 
Nama :  Ricky Bangun, SH 
Program Studi :  Magister Kenotariatan 
Judul : Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu 

Tanggal 25 Agustus 2009 No. 85/Pdt.G/2008/PN.PL 
Mengenai Pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian 
Harta Dan Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Kode 
Etik Notaris. 

 
Tesis ini membahas tentang eksistensi Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta 
Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor 42. Penelitian dalam tesis 
ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif evaluatif. 
Hasil penelitian dalam tesis ini mengatakan bahwa dalam proses pembuatan Akta 
Nomor 42 tersebut Notaris  telah memenuhi syarat prosedural dan substansial 
sebuah akta otentik. Tapi dalam memutus perkara No.85/Pdt.G/2008/PN.PL yang 
menyangkut gugatan terhadap Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta 
Warisan Tanggal 24 Desember Nomor 42 tersebut hakim kurang tepat dalam 
menerapkan hukum dan tidak memperhatikan ketentuan Perundang-undangan 
yang berlaku sehingga akta tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Palu. 
 
Kata kunci : Pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta 

Warisan 
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ABSTRACT 
 

 
Name                :  Ricky Bangun, SH 
Study Program :  Master of Notary 
Title : Judicial Review of the Palu District Court Decision On 

August 25, 2009 No.. 85/Pdt.G/2008/PN.PL Statement Letter 
About Making Deed of Division of Assets and Inheritance 
Assets According to the Book of Law Civil Law, Law 
Notary, and Notary Code. 

 
This thesis discusses the existence of Deed of Statement Letter Assets Division of 
Assets And Inheritance On December 24, 2001 No. 42. The research in this thesis 
is normative legal research with the nature of descriptive evaluative research. The 
results in this thesis says that in the process of making the Notary Deed of No. 42 
has fulfilled the procedural and substantive requirements an authentic deed. But in 
the deciding a case No.85/Pdt.G/2008/PN.PL which involving a lawsuit against 
Deed affidavit of division Assets and Inheritance Assets No. 42 Date December 
24, the judge is less precise in applying the law and not paying attention to the 
provisions of applicable legislation so that the deed was canceled by the Palu 
District Court. 

Keywords : Making Deed of Statement Letter Assets Division of Assets and 
Inheritance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada permulaan abad ke-17 untuk keperluan para penduduk dan para 

pedagang di Jakarta. Gubernur VOC mengangkat seorang Notaris, yang disebut 

dengan Notarium Publicum yang berkedudukan di Jakarta. Tugas Notaris disini 

adalah melayani dan melakukan semua surat libel (smaadschrift), surat wasiat 

dibawah tangan (codicil), persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan, 

perjanjian kawin, surat wasiat (testament), dan akta-akta lainnya dan ketentuan-

ketentuan yang perlu dari kotapraja. Selanjutnya dengan dikeluarkan Instruksi untuk 

para Notaris pada tanggal 16 Juli 1625 yang terdiri dari 10 (sepuluh) pasal, pada 

tanggal 7 Maret 1822 (Stb. No. 11) dikeluarkan Instructie voor de Notarissen 

Residerende Indie. Instruksi tersebut  mengatur secara hukum batas dan wewenang 

Notaris dan menegaskan tugas Notaris untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak. 

Tanggal 1 Juli 1860 Pemerintah Hindia Belanda membuat peraturan-peraturan baru 

mengenai Jabatan Notaris di Nederlands Indie yng disesuaikan dengan peraturan-

peraturan mengenai jabatan Notaris yang berlaku di Belanda yang dikenal dengan 

Reglement op Het Notaris Ambl in Nederlands Indie (Stabl. 1860:3). 1 

Setelah kemerdekaan, keberadaan Notaris di Indonesia diakui berdasarkan 

ketentuan Pasal II Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan 

Pasal II Aturan Peralihan  Reglement op Het Notaris Ambl in Nederlands Indie (Stabl. 

1860: 3) tetap berlaku. Sejak tahun 1948 Notaris diangkat oleh Menteri Kehakiman 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 60, Tanggal 30 Oktober 1948 

tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan dan Tugas Kewajiban Kementerian 

Kehakiman. Setelah penyerahan kedaulatan kepada RIS, Notaris berkewarganegaraan 
                                            

1 Habib Adjie, 2009, hlm  4-5.  
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Belanda harus meninggalkan jabatannya dan terjadi kekosongan Notaris di Indonesia. 

Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat saat itu menetapkan dan mengangkat 

Wakil Notaris untuk menjalankan tugas jabatan Notaris dan menerima protokol yang 

berasal dari Notaris yang berkewarganegaraan Belanda. Selanjutnya, pada tanggal 13 

Nopember 1945 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang 

Nomor 33 tahun 1954 tentang Wakil Notarisop dan Wakil Notaris Sementara, 

sekaligus menegaskan berlakunya Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands 

Indie (Stabl. 1860:3) sebagai Reglement tentang Jabatan Notaris di Indonesia (Pasal 1 

huruf a) untuk Notaris Indonesia.  

Sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris (UUJN) tanggal 6 Oktober 2004, sesuai Pasal 91 UUJN maka peraturan 

perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris di bawah ini dinyatakan tidak 

berlaku lagi :2 

1. Reglement op Het Notaris Ambt (Stbl. 1860:3) sebagaimana telah diubah 

terakhir dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 101; 

2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris. 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954. 

4. Pasal 54 Undang-Undang nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949, tentang Sumpah/Janji 

Jabatan Notaris. 

Dengan diundangkannya UUJN, telah terjadi pembaharuan dan pengaturan 

kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur Jabatan 

Notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua 

                                            
2 Ibid., hlm 6. 
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penduduk di seluruh wilayah Republik Indonesia.3 Notaris berperan melaksanakan 

sebagian tugas Negara dalam bidang hukum keperdataan. 

 

1.1       Latar belakang 

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata suatu perjanjian adalah suatu perbuatan 

dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau 

lebih. Pada umumnya, perjanjian terbentuk secara konsensuil, bukan formil.4 

Undang-undang memberikan suatu perkecualian dengan menentukan selain adanya 

kata sepakat, juga dibutuhkan formalitas tertentu bagi pembentukan beberapa jenis 

perjanjian tertentu  (dalam bentuk tertentu) dan menetapkan beberapa persyaratan 

yang harus dipenuhi agar tujuan dari perjanjian tercapai, khususnya dalam pembuatan 

akta otentik. Akta otentik merupakan salah satu alat bukti tulisan di dalam bentuk 

yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat/pegawai 

umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya, sebagaimana bunyi 

ketentuan Pasal 1867 dan Pasal 1868 KUH Perdata.  

Pasal 1868 KUH Perdata hanya menerangkan apa yang dinamakan akta 

otentik akan tetapi tidak menjelaskan tempat dimana ia berwenang sedemikian, 

sampai dimana batas-batas wewenangnya dan bagaimana bentuk menurut hukum 

yang dimaksud, sehingga pembuat undang-undang masih harus membuat peraturan 

perundang-undangan untuk mengatur hal-hal tersebut.5 Peraturan pelaksanaan dari 

Pasal 1868 yang terkait dengan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam 

membuat akta otentik adalah UUJN dan Kode Etik Notaris. 

                                            
3 Ibid., hlm 7. 

4 Herlin Budiono, 2009, hlm 47 

5 GHS Lumban Tobing, hlm 35. 
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Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 

Desember 2001 Nomor : 42  merupakan bentuk formal suatu perjanjian yang dibuat 

dihadapan Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H. yang mengandung 3 (tiga ) 

perbuatan hukum. Akta ini dibuat atas dasar permintaan para pihak atau penghadap 

dalam akta yang dinilai sebagai pernyataan atau keterangan para pihak sendiri, 

dimana Notaris mencatatkan atau menuliskan apa–apa yang dikehendaki dan 

dikemukakan oleh para pihak yang menghadap serta menuangkannya dalam bentuk 

akta yang dibubuhi tanda tangan para pihak. Sesuai wewenang Notaris, perjanjian-

perjanjian yang dituangkan ke dalam akta adalah wajib mengikuti bentuk tertentu. 

Dan, pada dasarnya tidak ada kewajiban, bagi Notaris untuk meyelidiki secara materil 

apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap dihadapan Notaris tersebut, 

sebagaimana isi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 702 K/ Sip/ 1973.  

Peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang dan tindakan di 

luar wewenang atau bentuk pelanggaran hukum yang harus diminta 

pertanggungjawabannya atas produk yang dibuat oleh Notaris atau akta Notaris, serta 

sanksi terhadap pelanggaran yang dimaksud harus dibuktikan menurut ketentuan 

Pasal 1865 KUH Perdata : :Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai 

sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri atau membantah suatu hak orang 

lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau 

peristiwa tersebut”. Sedangkan penetapan kesalahan pelaku harus dibuktikan secara 

hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.  

Kewenangan Notaris, sebagai Pejabat Umum untuk membuat akta otentik 

terdapat dan diatur dalam Pasal 15 UUJN ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang 

menyebutkan Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan selain kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2). Pengertian akta Notaris sebagai akta otentik maupun sumber untuk 

otensitas akta Notaris adalah sesuai dengan maksud : Pasal 1868 KUHPerdata dan 

Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH UI, 2012
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 UUJN Pasal 1 ayat (7) bahwa yang dimaksud dengan akta Notaris adalah “akta 

otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang 

ditetapkan dalam undang-undang ini.”  Kekuatan hukum atas akta Notaris memiliki 

kekuatan pembuktian sebagai perlindungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

dan perjanjian (akta) tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna 

maupun kekuatan pembuatan sebagai akta di bawah tangan. Akta Notaris tersebut 

dapat digunakan sebagai bukti kuat, selama proses hukum berlangsung, termasuk 

proses peradilannya. Untuk menyatakan atau menilai akta Notaris adalah tidak sah 

harus dengan gugatan ke pengadilan umum.  

Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 

Desember 2001 Nomor : 42 yang dinyatakan cacat hukum ini merupakan Akta 

otentik yang dibuat Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H. (sebagai Tergugat I). 

Akta ini pada dasarnya mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata. Dalam hal adanya pembuatan akta yang 

cacat hukum atau pelanggaran Pasal 84 UUJN sebagai penyalahgunaan wewenang 

Notaris dalam pembuatan akta otentik (Pasal 15 UUJN). Jika pelanggaran yang 

dimaksud terbukti maka sanksi perdatanya adalah (1) ter-degradasinya kedudukan 

akta Notaris  dari akta otentik akan menjadi akta bawah tangan, atau (2) batal demi 

hukum. Akta Notaris juga dapat bersifat dapat dibatalkan didasarkan atas keinginan 

para pihak. Artinya, jika akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris bermasalah 

oleh para pihak sendiri, maka hal tersebut menjadi urusan para pihak sendiri, Notaris 

adalah bukan pihak dalam akta.  

Kesalahan Notaris yang dimaksud dalam perkara ini dapat dilihat dari 

keputusan Majelis Hakim yang menetapkan adanya kerugian Penggugat atas Akta 

Surat Pernyataan Pembagian Harta dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 

Nomor : 42 yang dibuat dihadapan Notaris Anand Umar Adnan, S.H.,M.H.  Melalui 

Putusan Pengadilan Negeri Palu Tanggal 25 Agustus 2009 NO. 85/Pdt. G/2008/PN. 

PL., akta tersebut dinyatakan batal demi hukum dan Notaris mengganti kerugian 

Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH UI, 2012
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moril dan materil kepada Penggugat. Aspek pelanggaran hukum disini tunduk pada 

ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi : “Tiap perbuatan melanggar 

hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang 

karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Sepanjang 

Notaris melaksanakan tugas jabatannya sesuai UUJN, dan telah memenuhi semua 

tatacara dan persyaratan dalam pembuatan akta, dan akta yang dibuatnya telah pula 

sesuai dengan keingninan para pihak yang menghadap Notaris, maka tuntutan dalam 

bentuk perbuatan melawan hukum tidak dapat dilakukan. Otentisitas akta Notaris 

adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 15 UUJN.  

dimana Notaris adalah merupakan pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan 

akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. 

Otentisitas Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta dan Harta Warisan  

Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 yang dibuat dihadapan Notaris Anand Umar 

Adnan, S.H.,M.H.  tersebut adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 1868 KUH 

Perdata dan Pasal 15 UUJN dimana Notaris adalah merupakan pejabat umum  yang 

berwenang sebagaimana yang dimaksud, dalam pembuatan Akta Notaris tersebut dan 

memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya suatu 

perjanjian. Akta otentik terdegradasi menjadi akta bawah tangan dalam hal : (1) tidak 

berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, atau (2) tidak mampunya pejabat 

umum yang bersangkutan, atau (3) cacat dalam bentuknya dimana akta yang dibuat 

tersebut dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum. Pelanggaran yang dimaksud adalah sebagai bentuk perbuatan melawan 

hukum didasarkan Pasal 1869 KUH Perdata terkait pembuatan akta otentik. Kekuatan 

pembuktian Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan, adalah 

akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan. 

Sifat tulisan yang otentik, pada setiap akta otentik demikian juga akta Notaris, 

memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dan kekuatan akta otentik merupakan 

alat bukti sempurna bagi para pihak dan khususnya Notaris sebagai pembuat akta 

Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH UI, 2012
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otentik.  Akta harus dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, 

yang menyuruh adakan/ buatkan akta itu sebagai tanda bukti dirinya. 

Kekuatan pembuktian akta otentik dalam hal ini akta Akta Surat Pernyataan 

Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 yang 

dibuat di hadapan Notaris Anand Umar Adnan, S.H.,M.H. adalah akibat langsung 

yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan. Akta tersebut harus 

dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh 

adakan/ buatkan akta itu sebagai tanda bukti dirinya. Akta harus dianggap sah sampai 

ada pihak yang menyatakan akta tersebut  tidak sah dan untuk menyatakan atau 

menilai akta adalah tidak sah harus dengan gugatan ke pengadilan umum.  

Batas-batas yang dilanggar oleh Notaris merupakan pelanggaran atas 

ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 84 UUJN dimana akta 

dijadikan obyek hukum. Pelanggaran dan sanksi hukum, sebagaimana diputuskan 

oleh Majelis Hakim adalah dalam arti penggugat merasa dirugikan secara moril dan 

materil atas akta yang dibuat oleh Notaris. Adapun gugatan dilakukan dengan cara 

menggugat secara perdata Notaris yang bersangkutan berdasarkan atas akta yang  

diajukan oleh salah satu  penghadap yang namanya disebut dalam akta ke Pengadilan 

Negeri. Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis bermaksud melakukan studi dengan 

judul : “Tinjauan Yuridis  terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu Tanggal 25 

Agustus 2009 NO. 85 /Pdt. G/ 2008/ PN.PL. Mengenai Pembuatan Akta Surat 

Pernyatataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Menurut Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Kode Etik 

Notaris”. 

 

 

 

Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH UI, 2012



8 

 

 Universitas Indonesia 

1.2 Pokok Permasalahan 

1. Bagaimanakah pembuatan Akta Surat Pernyatataan Pembagian Harta Dan 

Harta Warisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-

Undang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Palu Tanggal 25 

Agustus 2009 NO. 85 /Pdt. G / 2008/PN.PL. terhadap Notaris yang 

membuat Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan 

yang diputus Majelis Hakim melanggar Wewenang dan Jabatannya 

sebagai Notaris? 

 

1.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan 

bahan pustaka atau data sekunder dan data primer.6 Data sekunder yaitu data yang 

diperoleh dengan melakukan studi dokumen terhadap sumber primer7 yaitu UUJN 

No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata guna memperoleh ketentuan yuridis yang terkait dengan 

masalah yang dibahas. Studi dokumentasi terhadap sumber sekunder (buku, artikel, 

karangan ilmiah) yang memberikan penjelasan mengenai sumber primer ditujukan 

untuk memperoleh dan memperjelas topik penelitian ini. Sedangkan data primer yang 

digunakan adalah berasal dari wawancara terstruktur yang dilakukan terhadap 

beberapa orang Notaris.  

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif evaluatif. Penulis melakukan 

analisis secara kualitatif atas seluruh data sekunder dan data primer yang meneliti dan 

mengkaji mengenai keotentitasan suatu akta Surat Pernyataan Pembagian Harta dan 

                                            
6 Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2007, hlm 13. 

7 Ibid. 
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Harta Warisan yang dibuat oleh Notaris dengan cara melihat peraturan perundang-

udangan yang terkait dan pendapat-pendapat para ahli, kemudian menganalisa lebih 

mendalam dengan melihat praktek yang dilakukan oleh notaris dalam membuat suatu 

akta Surat Pernyataan Pembagian Harta dan Harta Warisan. Sehingga nantinya hasil 

penelitiannya dapat memberikan gambaran dan penjelasan yang lebih mendalam 

mengenai bagaimana seharusnya seorang notaris dalam membuat akta Surat 

Pernyataan Pembagian Harta dan Harta Warisan. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tesis ini terbagi atas 3 (tiga) bab, yang terdiri atas: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi sub bab-sub bab Latar Belakang, Pokok Permasalahan, 

Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Secara umum, bab ini menggambarkan 

studi kasus perdata atas otentisitas akta, yaitu : Akta Surat Pernyataan Pembagian 

Harta Dan Harta Warisan yang mengandung 3 (tiga) perbuatan hukum atau perjanjian 

di dalamnya.  

BAB II TINJAUAN YURIDIS PEMBUATAN AKTA SURAT PERNYATAAN 

PEMBAGIAN HARTA DAN HARTA WARISAN MENURUT KITAB 

UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, UNDANG-UNDANG 

JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS 

Bab ini berisi sub bab yang berisi analisis deskriptif atas teori-teori dan 

hasil wawancara mengenai substansi hukum dalam KUH Perdata, UUJN dan 

peraturan Kode Etik Notaris dan yang terkait dengan wewenang, tugas dan jabatan 

Notaris dalam pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta 

Warisan. Secara khusus, sub bab analisis kasus berisi kegiatan analisis yang bersifat 

normatif. Penulis melakukan analisis yuridis terkait pelanggaran yang dilakukan oleh 
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Notaris atas pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta dan Harta Warisan 

yang didalamnya mengandung 3 (tiga) perbuatan hukum sebagaimana dinyatakan 

dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Tanggal 25 Agustus 2009 NO. 85/Pdt.G/ 

2008/ PN.PL. : Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 

24 Desember 2001 Nomor : 42 yang dibuat di hadapan Notaris Anand Umar Adnan, 

S.H.,M.H. batal demi hukum dan Notaris harus mengganti sejumlah kerugian atas 

pelanggaran hukum tersebut.  

BAB III  PENUTUP 

Bab ini terdiri dari : Sub bab Kesimpulan yang berisi hasil analisis secara 

normatif terhadap kasus yang terjadi secara spesifik di wilayah hukum Pengadilan 

Negeri di Kota Palu; dan Sub bab Saran yang berisi beberapa pandangan yang 

sekiranya diperlukan sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh. 
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BAB II 

TINJAUAN YURIDIS PEMBUATAN AKTA SURAT PERNYATAAN 

PEMBAGIAN HARTA DAN HARTA WARISAN MENURUT KITAB 

UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, UNDANG-UNDANG JABATAN 

NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS 

 

2.1  Pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta 

WarisanMenurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Bukti tulisan dalam perkara perdata adalah merupakan bukti yang utama, 

karena dalam lalu lintas keperdataan sering kali orang dengan sengaja menyediakan 

suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan, dan bukti tadi 

lajimnya atau biasanya berupa tulisan. 

Alat bukti tulisan dalam hukum acara perdata memegang peran yang sangat 

penting. Hal ini karena, biasanya segala kegiatan yang menyangkut bidang perdata, 

sengaja dicatat atau dituliskan dalam surat atau akta, yang apabila dikemudian hari 

terjadi perselisihan maka dapat dibuktikan permasalahan dan kebenarannya oleh akta 

yang bersangkutan. Ada dua macam akta yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan 

yang masing-masing mempunyai kekuatan pembuktian yang berbeda. 

Menurut Pasal 1867 KUH Perdata juga disebutkan bahwa pembuktian dengan 

tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan‐tulisan di 

bawah tangan, dari bukti berupa tulisan tersebut ada bagian yang sangat berharga 

untuk dilakukan pembuktian, yaitu pembuktian tentang akta. Suatu akta adalah 

berupa tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu 

peristiwa dan ditandatangani secukupnya. 

Dengan demikian, maka unsur penting untuk suatu akta ialah kesengajaaan 

untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatangan tulisan itu. Syarat 
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penandatangan akta tersebut dapat dilihat dari Pasal 1874 KUHPerdata dan Pasal 1 

Ordonansi Nomor 29 Tahun 1867 yang memuat ketentuan‐ketentuan tentang 

pembuktian dari tulisan‐tulisan dibawah tangan yang dibuat oleh 

orang‐orangnIndonesia atau yang dipersamakan dengan mereka. Tulisan-tulisan 

otentik berupa akta otentik, yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh 

undangundang, dibuat dihadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi 

wewenang dan di tempat dimana akta tersebut dibuat. 

Secara etimologi menurut S. J. Fachema Andreae, kata “akta” berasal dari 

bahasa latin “acta” yang berarti “geschrift” atau surat.8 Menurut R. Subekti dan 

R.nTjitro Sudibio, kata akta berasal dari kata “acta” yang merupakan bentuk jamak 

dari kata “actum”, yang berasal dari bahasa latin yang berarti perbuatan-perbuatan. 

Pitlo, yang dikutip Suharjono mengemukakan bahwa akta adalah suatu surat 

yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan 

oleh orang lain, untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Menurut Sudikno 

Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-

peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak 

semula dengan sengaja untuk pembuktian.9 

Dari beberapa pengertian mengenai akta oleh para ahli hukum, maka untuk 

dapat dikatakan sebagai akta, suatu surat harus memenuhi syarat-syarat : 

a. Surat tersebut harus ditandatangani, hal ini untuk membedakan akta yang 

satu dengan akta yang lain atau dari akta yang dibuat oleh orang lain. Jadi 

tanda tangan berfungsi untuk memberikan ciri atau mengindividualisir 

sebuah akta. 

                                            
8 Suharjono, “Varia Peradilan Tahun XI Nomor 123”, Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum 

(Desember 1995) hal 128. 

9  Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1981, 
hal. 110. 
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b. Surat harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau 

peristiwa, yaitu pada akta harus berisi suatu keterangan yang dapat menjadi 

bukti yang diperlukan ; 

c. Surat tersebut sengaja dibuat sebagai alat bukti, maksudnya dimana di 

dalam surat tersebut dimaksudkan untuk pembuktian suatu peristiwa 

hukum yang dapat menimbulkan hak atau perikatan.10 

Apabila dilihat dari penerapannya dalam masyarakat terdapat dua macam akta 

yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan, yang menjadi dasar hukumnya adalah 

Pasal 1867 KUHPerdata yaitu pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-

tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.11 

Akta Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan dapat dibuat dalam 

bentuk akta Notariil maupun dalam akta dibawah tangan, hal ini dikarenakan tidak 

ada aturan formal yang menyatakan bahwa akta Pernyataan Pembagian Harta Dan 

Warisan tersebut harus dalam akta bentuk tertentu yaitu akta notariil. Apabila dibuat 

dalam bentuk akta dibawah tangan maka harus memenuhi syarat-syarat akta dibawah 

tangan yaitu ditandatangani, memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak dan 

peristiwa, surat tersebut dibuat untuk digunakan sebagai alat bukti. 

Suatu perjanjian dapat dievaluasi berdasarkan kriteria syarat untuk 

terbentuknya atau syarat sahnya suatu perjanjian dan mengenai isi suatu perjanjian, 

dimana untuk perjanjian formil harus dipenuhi pula bentuk perjanjian.12Akta Surat 

Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan jika ditinjau pembuatannya adalah 

berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu : untuk sahnya suatu 

perjanjian. Bagi sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : (1) sepakat mereka 

                                            
10 Suharjono, Op. Cit., hal. 129-130 

11 R. Rubekti dan R. Tjitrosidibio. KItab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk 
wetboek). Pradnya Paramita, Jakarta, 2001. hal. 463. 

12 Herlin Budiono, 2009, hlm 67. 
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yang mengikatkan dirinya, (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) suatu 

hal tertentu, (4) sebab yang halal, dan  ketentuan yang ada pada Mengenai syarat 

sahnya perjanjian tersebut adalah adanya (1) kata sepakat, (2) kecakapan, (3) hal yang 

tertentu, dan (4) kausa yang halal (Pasal 1320 KUH Perdata), Pasal 1338 KUH 

Perdata yang isinya adalah : (1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, (2) Suatu perjanjian tidak 

dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-

alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, (3) Suatu perjanjian 

harus dilaksanakan dengan itikad baik.  

Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan merupakan 

bentuk formal suatu perjanjian yang dibuat dihadapan Pejabat Umum yang isinya 

adalah kesepakatan antara para pihak. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata suatu 

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pada umumnya, perjanjian terbentuk secara 

konsensuil,  bukan formil.13 Undang-undang memberikan suatu perkecualian dengan 

menentukan selain adanya kata sepakat, juga dibutuhkan formalitas tertentu bagi 

pembentukan beberapa jenis perjanjian tertentu  (dalam bentuk tertentu) dan 

menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar tujuan dari perjanjian 

tercapai; dalam hal ini wajib dibuat dengan akta di bawah tangan atau akta otentik. 

Sedangkan untuk agar dapat disebut sebagai suatu Akta Otentik, Akta Surat 

Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan tersebut haruslah memenuhi 

ketentuan yang ada pada Pasal 1868 KUH Perdata, yang berbunyi : Suatu Akta 

Otentik ialah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, 

dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di 

tempat di mana akta dibuatnya. Sesuai Pasal 1868 dan Pasal 1867 KUH Perdata akta 

otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, 

                                            
13 Ibid., hlm 47. 
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dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di 

tempat dimana akta dibuatnya dan merupakan salah satu alat bukti tulisan dengan 

kekuatan pembuktian sebagai alat bukti sempurna. 

Bagi adanya kehendak hukum atas perjanjian dari para pihak dan bersifat 

mengikat, harus mengikuti dan memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian  

sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata : 

1. Syarat Subyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subyek yang 

mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari : 

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (Pasal 1321-1328 KUH 

Perdata). Dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan 

perjanjian, maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah memiliki 

kebebasan kehendak. Pengertian sepakat diartikan sebagai pernyataan 

kehendak yang disetujui oleh para pihak. 

Unsur-unsur dari kesepakatan diantara para pihak, yaitu : 

a) Tidak ada paksaan; 

b) Tidak ada kekhilafan; 

c) Tidak ada penipuan 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (1329-1331 KUH Perdata). 

Unsur-unsurnya: 

a) Bukan orang yang belum dewasa; 

b) Bukan orang dibawah pengampuan; 

c) Seorang isteri menurut ketentuan KUH Perdata; 

d) Semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang 

membuat perjanjian. 

2. Syarat obyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan berkaitan dengan 

perjanjian itu atau berkaitan dengan obyek yang dijadikan perbuatan 

hukum oleh para pihak, yang terdiri dari : 

a. Suatu hal tertentu (Pasal 1332-1334 KUH Perdata). Unsur-unsurnya :  
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a) Sesuatu yang tidak dilarang oleh oleh undang-undang;  

b) Sesuatu yang tidak bertentangan dengan kesusilaan; 

c) Sesuatu yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. 

Dalam suatu perkara perdata, alat bukti (alat pembuktian) yang utama adalah 

tulisan. Menurut Pasal 1866 KUH Perdata alat-alat bukti dalam perkara perdata 

terdiri atas :14 

a. bukti tulisan; 

b. bukti dengan saksi-saksi; 

c. persangkaan-persangkaan; 

d. pengakuan; dan 

e. sumpah. 

Suatu perjanjian adalah berarti menemukan dan menentukan arti dari 

pernyataan kehendak para pihak yang dilakukan untuk menimbulkan akibat hukum. 

Bagaimanapun luasnya lingkup makna kata-kata dalam suatu perjanjian, sebenarnya 

apa yang lebih penting ialah hal-hal yang nyata-nyata dimaksudkan oleh para pihak 

sewaktu perjanjian dibuat (Pasal 1350 KUHPerdata).15 Selanjutnya, isi suatu 

perjanjian adalah sepenuhnya ditentukan oleh apa yang telah disepakati oleh para 

pihak. Ketentuan Pasal 1342 KUH Perdata menjadi landasan dari argumen bahwa 

jika kata-kata di dalam perjanjian yang dibuat para pihak telah jelas, para pihak 

dianggap terikat meskipun pernyataan kehendak yang telah diberikan ternyata tidak 

sesuai dengan maksud tujuan semula. Dalam hal ini, perjanjian meliputi konteks 

kehendak dan kepercayaan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, 

sebagaimana isi Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Semua janji yang dibuat dalam 

perjanjian yang dimaksud harus diartikan dalam hubungan satu sama lain; tiap janji 

harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya (Pasal 1348 KUH Perdata).  

                                            
14 R.Subekti, 1986, hlm.20. 

15 Herlin Budiono, 2009, hlm 127. 
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Perjanjian terbentuk didasarkan pada asas kehendak (consensualisme), asas 

kekuatan mengikat (verbindende kracht der overeenkomst), asas kebebasan 

berkontrak (contracts-vrijheid) dan asas keseimbangan (evenwichtsbeginsel). 

Keempat asas-asas hukum secara umum menunjukkan dasar pemikiran, dasar 

ideologis dari ketentuan hukum. Asas hukum itu termanifestasi di dalam ketentuan 

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : 16 

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 

bagi mereka yang membuatnya.” 

 Bahwa secara praktis tidak mungkin mengharapkan setiap perjanjian yang ada 

harus diatur secara khusus di dalam undang-undang17. Dari sejumlah besar perjanjian 

yang sejenis, dapat ditemukan beberapa ciri sama yang berlaku umum bagi tiap-tiap 

perjanjian. Sehingga, untuk tiap-tiap perjanjian tidak perlu disediakan pengaturan 

khusus dalam undang-undang, namun tetap dengan memperhatikan fungsi dari asas 

perjanjian. Adapun fungsi dari asas perjanjian adalah : 

1. Memberikan keterjalinan dari peraturan-peraturan hukum; 

2. Memecahkan masalah baru dan membuka bidang hukum baru; 

3. Menyustifikasi prinsip-prinsip etikal yang merupakan substansi aturan 

hukum; dan 

4. Mengkaji ulang ajaran hukum yang ada sehingga dapat memunculkan solusi 

yang baru. 

Suatu perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian dimana pihak yang satu 

memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima suatu manfaat bagi 

dirinya, sebagaimana isi dalam Pasal 1314 ayat (1) KUH Perdata. Berbeda dengan 

perjanjian atas beban yang mewajibkan pihak yang satu untuk melakukan prestasi 

berkaitan langsung dengan prestasi yang harus dilakukan oleh pihak lain. Pasal 1314 

                                            
16 Ibid., hlm 31. 

17 Ibid. 
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ayat (2) KUHPerdata menyebutnya sebagai suatu pejanjian yang mewajibkan masing-

masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.18 

Pada umumnya untuk terbentuknya perjanjian di bidang kebendaan, 

khususnya untuk benda tetap, dipersyaratkan selain kata sepakat, juga bahwa 

perjanjian tersebut dibuat dalam akta yang dibuat di hadapan pejabat tertentu dan 

diikuti dengan pendaftaran (balik nama) dari perbuatan hukum berdasarkan akta 

tersebut pada register umum (penyerahan hak kebendaannya-levering). Menurut Pasal 

584 KUH Perdata, hak milik atas sesuatu kebendaan tidak dapat diperoleh dengan 

cara lain, tetapi dengan : 

- Pemilikan 

- Perlekatan 

- Daluarsa 

- Pewarisan, baik menurut undang-undang maupun surat warisan; dan karena 

- Penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk 

memindahkan hak. 

Untuk beralihnya (hak milik) atas suatu kebendaan harus dipenuhi tiga syarat, yaitu : 

- Kewenangan dari pihak yang menyerahkan; 

- Atas hak yang sah (rechtstitel); dan 

- Penyerahan (levering). 

Adapun bentuk penyerahan (leveringsvorm) pada : 

- Benda bergerak bertubuh (berwujud) dilakukan dengan penyerahan nyata oleh 

pemiliknya. Dengan demikian, kebendaan itu yang asalnya berada pada pihak 

yang memberikan pindah kepada yang menerima termasuk hak penguasaan 

(bezitsverschaffing) atas bendanya (Pasal 612 ayat (1) KUHPerdata). 

                                            
18 Ibid., hlm 59. 
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- Piutang atas nama (op naam) dan kebendaan tak berwujud lainnya dilakukan 

dengan membuat akta otentik akta di bawah tangan (Pasal 613 ayat (1) 

KUHPerdata). 

- Piutang atas bawa (aan toonder) dilakukan dengan penyerahan surat itu; 

penyerahan piutang karena surat tunjuk (aan order) dilakukan dengan 

menyerahkan surat tagihnya dengan disertai endosemen (Pasal 613 ayat (3) 

KUHPerdata). 

- Kebendaan tak bergerak dilakukan dengan akta yang diikuti dengan 

pendaftaran apabila merupakan benda yang terdaftar (Pasal 19 jo. Pasal 23 

butir 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria (UUPA). 

Dengan mengalihkan hak milik atas suatu benda, maka pihak yang mengalihkan dan 

menyerahkan telah melepaskan segala pretensi kepemilikannya terhadap benda yang 

dialihkan dan diserahkan.19 

 Tindakan hukum atau perbuatan hukum seperti halnya perjanjian  pada 

prinsipnya dapat diwujudkan secara bebas bentuk. Akta untuk perjanjian formil 

adalah syarat mutlak bagi keabsahan perbuatan hukum tersebut. Sedangkan untuk 

perjanjian yang tidak digolongkan pada perjanjian formil, maka fungsi akta adalah 

sekedar alat bukti. Untuk pelaksanaan ketentuan dari Pasal 1868 KUHPerdata, 

pembuat undang-undang harus menunjuk pejabat umum yang berwenang dalam 

membuat akta otentik. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh 

undang-undang. Artinya jika bentuknya tidak ditentukan oleh undang-undang maka 

salah satu unsur akta otentik itu tidak terpenuhi dan jika tidak dipenuhi unsur 

daripadanya maka tidak akan pernah ada yang disebut dengan akta otentik. 

1. Akta itu harus dibuat oleh door atau dihadapan seorang pejabat umum. 

                                            
19 Ibid., hlm 18-20. 
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2. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang 

untuk membuatnya di tempat di mana akta itu dibuat. 

Bagi suatu perbuatan hukum, persyaratan utamanya ialah adanya kehendak 

yang tertuju pada suatu akibat hukum. Bagi sahnya suatu perjanjian, undang-undang 

membuat pengecualian tersebut untuk memberikan perlindungan dan kekhidmatan 

pada perjanjian atau semacam jaminan untuk akibatnya di kemudian hari. Sedangkan 

tuntutan pembatalan hanya dapat dilakukan terhadap perjanjian timbal balik yang 

sempurna. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata, dengan dipenuhinya 

syarat batal, maka perikatan dan keadaan harus dikembalikan pada kondisi semula 

pada saat timbulnya perikatan (pada saat perjanjian ditutup).20  

Jadi, dalam pembuatan akta Surat Pernyataan Pembagian Harta dan Harta 

Warisan, haruslah disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian, disamping itu juga 

harus diperhatikan ketentuan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata dan juga syarat subyektif dan obyektif suatu perjanjian yang terdapat dalam 

pasal 1321-1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Selain harus memenuhi syarat-syarat formal dalam pembuatan akta-akta yang 

berkaitan dengan waris, pembagian waris juga harus memperhatikan hukum materiil 

hukum waris yang diatur dalam KUHPerdata. Hukum waris menurut para sarjana 

pada pokoknya adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seorang yang 

meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain. Oleh karenanya pewarisan 

terjadi apabila: 

a. Orang yang meninggal (pewaris) 

b. Harta peninggalan 

c. Ahli waris 

                                            
20 Ibid., hlm  210. 
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Dalam hukum waris dikenal adanya hak saisine yang diatur dalam Pasal 833 

KUHPerdata yang berbunyi: “sekaluan ahli waris dengan sendirinya karena hukum 

memperoleh hal milik atas segala barang , segala hak dan segala piutang si yang 

meninggal.” Jadi hak saisine tersebut adalah hak daripada ahli waris untuk tanpa 

berbuat suatu apa, otomatis/demi hukum menggantikan kedudukan si pewaris dalam 

lapangan hukum kekayaan. 

Dalam hukum waris dikenal dua macam pewarisan yaitu pewarisan ab 

intestaat (pewarisan berdasarkan Undang-Undang) dan pewarisan ab testamentair 

(pewarisan berdasarkan testamen). Dalam pewarisan ab instetaat seorang menjadi ahli 

waris karena secara hukum orang tersebut dinyatakan sebagai ahli waris dari pewaris, 

hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 832 KUHPerdata yang berbunyi: 

“Menurut Undang-Undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga 

sedarah, baik sah maupun luar kawin, dan si suami atau istri yang hidup terlama, 

semua menurut aturan tertera di bawah ini”. Sedangkan dalam pewarisan ab 

testament seorang menjadi ahli waris dari pewaris apabila seorang ditetapkan sebagai 

ahli waris dari pewaris dalam surat wasiat, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 874 

KUHPerdata yang berbunyi: “segala harta peninggalan seorang yang meninggal 

dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut Undang-Undang, sekedar 

terhadap hal itu dengan surat wasiat tidak telah diambil suatu ketetapan yang sah”. 

Dalam pewarisan ab intestaat dikenal adanya golongan-golongan Ahli waris 

antara lain: 

a. Ahli waris golongan I, terdiri dari anak-anak atau sekalian keturunannya dan 

isteri atau suami yang hidup terlama. 

b. Ahli waris golongan II, terdiri dari ayah dan ibu bersama saudara 

c. Ahli waris golongan III, terdiri dari sekalian keluarga sedarah dalam garis 

lurus ke atas, baik dari garis ayah maupun ibu. 

d. Ahli waris golongan IV, terdiri dari  saudara dari kedua orang tua serta 

sekalian keturunan mereka sampai derajat keenam. Ahli waris golongan 
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keempat ini termasuk dalam pengertian keluarga sedarah dalam garis 

menyimpang yang lebih jauh. 

Dalam mewaris dalam pewarisan ab intestaat seorang ahli waris dapat 

melakukan pewarisan berdasarkan haknya sendiri (uit eigen hoofde) dan mewaris 

berdasarkan penggantian tempat (bij plaatsvervulling). Mereka yang terpanggil untuk 

mewaris berdasrkan haknya/kedudukannya sendiri, mewaris kepala demi kepala, 

sedang mereka yang mewaris berdasarkan pergantian tempat, mewaris pancang demi 

pancang (Pasal 852 ayat 2 KUHPerdata). 

Syarat dari seorang ahli waris untuk dapat dinyatakan sebagai ahli waris 

adalah seorang ahli harus ada (sudah lahir) pada saat terbukanya warisan (Pasal 836 

dan 899 KUHPerdata), namun hal ini dengan perkecualian Pasal 2 KUHPerdata yang 

menyatakan anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai 

telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya. 

Mewaris berdasarkan kedudukannya sendiri, berarti bahwa orang tersebut 

mempunyai hak sebagai ahli waris, karena kedudukannya (tertentu) di dalam susunan 

keluarga si pewaris. Orang yang mewaris karena kedudukannya sendiri dalam 

susunan keluarga si pewaris, mempunyai posisi yang memberikan kepadanya hak 

untuk mewaris, hak tersebut haknya sendiri, bukan menggantikan hak orang lain, 

karenanya disebut pula mewaris berdasarkan haknya sendiri. 

Syarat-syarat untuk adanya peristiwa hukum penggantian adalah : 

a. Ada ahli waris yang sudah meninggal lebih dahulu dari pewaris yang 

sebenarnya berhak mewaris. 

b. Ahli waris yang menggantikan tersebut harus hidup pada saat pewaris 

meninggal. 

c. Ahli waris pengganti tersebut harus merupakan keturunan/anak yang sah dari 

ahli waris yang digantikan 

Golongan pertama, yaitu terdiri dari suami/isteri, dan anak-anak pewaris 

beserta keturunannya dari anak-anak. Pasal yang mengatur golongan pertama ini 
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adalah Pasal 852, 852a ayat 1, dan 852a ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata. Pasal 852, bagian anak adalah sama besar walaupun anak-anak tersebut 

berasal dari perkawinan yang berbeda. Maksud dari Pasal 852 ini adalah hak mewaris 

dari anak-anak pewaris adalah sama, artinya mereka mendapatkan bagian yang sama 

besar walaupun mereka dilahirkan dari perkawinan yang berbeda. Pasal 852a ayat 1, 

bagian suami/isteri yang hidup terlama sama bagiannya dengan anak-anak. Maksud 

dari Pasal 852 ayat 1 adalah hak mewaris suami/isteri yang hidup terlama dalam 

perkawinan dimana terdapat anak-anak, bagiannya adalah sama dengan anak-anak 

sah dari pewaris. Pasal 852a ayat 2, bagian isteri/suami perkawinan kedua, tidak 

boleh melebihi bagian anak-anak dari perkawinan pertama, maksimal 1/4. Maksud 

dari Pasal 852a ayat 2 ini adalah jika terjadi perkawinan kedua dan pewaris 

meninggalkan anak dan atau keturunannya dari perkawinan pertama, maka bagian 

suami/isteri perkawinan kedua tidak boleh melebihi bagian anak dari perkawian 

pertama. 

Pengertian tentang Legitime Portie ini dapat kita temukan dalam Pasal 913 

KUHPerdata. : 

“Bagian Mutlak atau legitime Portie, adalah sesuatu bagian dari harta 

peninggalan yang harus diberikan kepada waris, dalam garis lurus menurut 

undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan 

menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun 

selaku wasiat”. 

Legitime portie ini adalah bagian dari ahli waris yang telah ditetapkan oleh 

Undang-undang yang tidak dapat dilanggar dalam pembagian waris karena adanya 

wasiat dari pewaris. 
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2.2 Pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan  

Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris 

Dalam pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta 

Warisan pembuatannya berdasarkan ketentuan UUJN Pada Pasal 15 ayat (1) Notaris 

berwenang membuat semua akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan 

ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang 

dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, 

menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, 

salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga 

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh 

undang-undang. Menurut Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris yang dimaksud dengan akta Notaris adalah “akta otentik yang dibuat oleh 

atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-

undang ini.”  

Kewenangan Notaris terkait dalam pembuatan Akta Surat Pernyataan 

Pembagian Harta Dan Harta Warisan tersebut adalah sesuai dengan ketentuan dalam 

Pasal 15 UUJN.  Adapun isi UUJN Pasal 15 ayat (1) sampai ayat (3) adalah :     

(1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,  

perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk 

dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan 

akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, 

semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan 

atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh 

undang-undang. 

          (2) Notaris berwenang pula : 

a. Mengesahkan tanda-tangan dan menetapkan ; 
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b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku 

khusus ; 

c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang 

memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang 

bersangkutan ; 

d. melakukan pengesahan kecocokan fotocopi dengan surat aslinya ; 

e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta ; 

f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan ; atau 

g. atau membuat akta risalah lelang. 

(3) Selain kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. 

Dalam menjalankan kewenangan tersebut, terdapat batasan mengenai 

wewenang Notaris tersebut yang meliputi 4 (empat) hal, yaitu : 

a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu. 

Seorang Notaris hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yakni yang 

ditugaskan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

b. Notaris hanya berwenang sepanjang mengenai orang, untuk kepentingan siapa 

akta itu dibuat. Seorang Notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk 

kepentingan setiap orang. Di dalam Pasal 52 (1) UUJN ditentukan bahwa 

Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau 

orang lain yang  

mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan 

maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke 

atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis lurus samping sampai dengan 

derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu 

kedudukan ataupun dengan perantaraan kekuasaan. Maksud dan tujuan dari 
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ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan 

penyalahgunaan jabatan. 

c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat. 

Bagi setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya (jabatannya) dan hanya di 

dalam daerah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk membuat akta 

otentik.  

d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. 

Sedangkan mengenai kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a 

sampai m, yaitu :  

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban : 

a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga 

kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum ; 

b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai 

bagian dari Protokol Notaris ; 

c. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan 

Minuta Akta ; 

d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang - undang 

ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya ; 

e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala 

keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan 

sumpah/janji jabatan, kecuali undang – undang menentukan lain ; 

f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang 

memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak 

dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih 

dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun 

pembuatannya pada sampul setiap buku ; 

g. Membuat daftar dari akta proses terhadap tidak dibayar atau tidak 

diterimanya surat berharga ; 
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h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu 

pembuatan akta setiap bulan ; 

i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar 

nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen 

yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kenotariatan dalam waktu 5 

(lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya ; 

j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap 

akhir bulan ; 

k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik 

Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, 

dan tempat kedudukannya yang bersangkutan ; 

l. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling 

sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh 

penghadap, saksi, dan Notaris ; 

m. Menerima magang calon Notaris. 

Untuk lebih melengkapi penjelasan tentang kewajiban Notaris yang terdapat dalam 

ayat (1), dapat dilihat pada ayat (2) sampai dengan ayat (9). 

(2) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak 

berlaku, dalam hal mengeluarkan akta dalam bentuk originali. 

(3) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta: 

a. pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun ; 

b. penawaran pembayaran tunai ; 

c. protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga; 

d. akta kuasa ; 

e. keterangan pemilikan ; atau 

f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(4) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 

(satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, dalam bentuk, dan isi yang sama, 
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dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “berlaku sebagai satu dan 

satu berlaku untuk semua”. 

(5) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya 

dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap. 

(6) Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k 

ditetapkan dengan Peraturan Menteri. 

(7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I dan ayat (7) 

tidak dapat dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan 

karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, 

dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta 

pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. 

(8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I dan ayat (7) 

tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan 

pembuktian sebagai akta dibawah tangan. 

(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk 

pembuatan akta wasiat.” 

Mengenai bentuk tanggung  jawab Notaris,  dapat diberi pengertian sebagai berikut : 

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar 

artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan 

permintaan pihak yang berkepentingan karena jabatannya. 

2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu artinya akta yang 

dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak 

yang berkepentingan dalam arti sebenarnya bukan mengada-ada. 

Notaris harus menjelaskan kepada pihak berkepentingan kebenaran 

isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu. 
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3. Berdampak positif artinya siapaun akan mengakui akta Notaris itu 

mempunyai kekuatan bukti sempurna.21 

Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta dan Harta Warisan dalam praktek 

Notaris merupakan Akta Pihak. Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta dan Harta 

Warisan ini dibuat di hadapan (ten overstaan) Notaris yang berisi uraian atau 

keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan 

Notaris. Keinginan dan permintaan para pihak sendiri adalah bukan saran atau 

pendapat Notaris; sehingga isi akta merupakan perbuatan para pihak bukan perbuatan 

atau tindakan Notaris. Pengertian tersebut merupakan salah satu karakter yuridis dari 

akta Notaris. Notaris bukan sebagai pelaku dari akta, tetap berada di luar para pihak 

atau bukan pihak dalam akta. 

Selain iktikad baik dari para pihak dalam melakukan perjanjian, diperlukan 

nilai-nilai tertentu dari Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam 

pembuatan akta. Pendelegasian kewenangan Negara dalam bentuk wewenangnya 

sebagai pejabat umum/publik pembuat akta (sebagaimana yang dimaksud dalam 

UUJN pasal 15) memerlukan pedoman-pedoman dalam bentuk Kode Etik. Kode etik 

bagi profesi Notaris yang berlaku di Indonesia dan ditegakkan oleh organisasi profesi 

Notaris (INI – Ikatan Notaris Indonesia). Adapun yang dimaksud dengan kode etik 

Notaris adalah :  

“seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan 

Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” 

berdasar keputusan kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan 

olh dan diatur dalamperaturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap 

dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan 

                                            
21 Ibid.  
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tugas dan jabatan sebagai Notaris termasuk didalamnya para Pejabat 

Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti 

Khusus.” 

Akta Notaris memiliki bentuk yang sudah ditentukan oleh UUJN. Struktur 

akta Notaris yaitu berasal dari keterangan atau penjelasan para pihak (klien) atau hasil 

wawancara (tanya jawab) dengan para (pihak) dan bukti-bukti yang diberikan kita, 

ataupun berdasarkan hasil penelitian awal serta negoisasi awal untuk kemudian 

merumuskan dan dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.22 Adapun yang dijadikan 

dasar untuk membangun struktur akta Notaris, antara lain: 

1. Latar belakang yang akan diperjanjikan. 

2. Identifikasi para pihak (subjek hukum). 

3. Identifikasi objek yang akan diperjanjikan. 

4. Membuat kerangka akta. 

5. Merumuskan substansi akta: 

a. Kedudukan para pihak. 

b. Batasan-batasan (yang boleh atau tidak diperbolehkan) menurut aturan 

hukum. 

c. Hal-hal yang dibatasi dalam pelaksanaannya. 

d. Pilihan hukum dan pilihan pengadilan. 

e. Klausula penyelesaian sengketa 

f. Kaitannya dengan akta yang lain (jika ada). 

Sebagaimana dalam penjelasan Pasal 38 UUJN, akta yang dibuat oleh Notaris 

bentuknya terdiri dari : 

(1) Setiap akta Notaris terdiri atas : 

a. awal akta atau kepala akta 

b. badan akta; dan 

                                            
22 Ibid., hlm.37. 
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c. akhir atau penutup akta 

(2) Awal akta atau kepala akta memuat : 

a. judul akta; 

b. nomor akta; 

c. jam, hari, tanggal, bulan dan tahun; dan 

d. nama lengkap dan kedudukan Notaris 

(3) Badan akta memuat: 

a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, 

jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang 

mereka wakili ; 

b. keterangan mengenai kedudukan bertindak menghadap ; 

c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang 

berkepentingan ; dan 

d. nama lengkap, tempat tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, 

dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal. 

(4) Akhir atau penutup akta memuat: 

a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7) ; 

b. uraian tentang penandatangan dan tempat penandatanganan atau 

penerjemahan akta bila ada ; 

c. nama lengkap, tempat kedudukan dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, 

kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta ; dan 

d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta 

atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, 

pencoretan, atau penggantian. 

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Notaris merupakan pejabat 

umum yang produknya memiliki sifat otentik. Notaris dalam tugas profesionalnya 

dapat dimintai pertanggungjawaban jika melakukan kesalahan. Unsur 
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pertanggungjawaban dan perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada Notaris 

adalah Notaris sebagai suatu profesi dan otentisitas produknya (akta otentik). Adapun 

mengenai sanksi perdata atas tindakan pelanggaran terhadap pasal-pasal di UUJN 

yang dilakukan oleh Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 84 UUJN adalah : 

1. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di 

bawah tangan. 

2. Akta Notaris batal demi hukum. 

Ada beberapa tindakan hukum atau perjanjian yang harus dan dibuat di 

hadapan Notaris. Tindakan hukum atau perjanjian yang wajib dibuat oleh atau di 

hadapan pejabat tertentu (Notaris) secara formal wajib mengikuti bentuk tertentu, dan 

perjanjian (akta) tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Adapun 

perjanjian yang wajib dibuat oleh atau di hadapan Notaris, antara lain :23 

1. Berbagai izin kawin, baik dari orang tua atau kakek/nenek (Pasal 71). 

2. Pencabutan pencegahan perkawinan (Pasal 70). 

3. Berbagai perjanjian kawin berikut perubahannya (Pasal 147, 148). 

4. Kuasa melangsungkan perkawinan (Pasal 79). 

5. Hibah berhubung dengan perkawinan dan penerimaannya (Pasal 176, 177). 

6. Pembagian harta perkawinan setelah adanya putusan pengadilan tentang 

pemisahan harta (Pasal 191). 

7. Pemulihan kembali harta campur yang telah dipisah (Pasal 196). 

8. Syarat-syarat untuk mengadakan perjanjian pisah meja dan ranjang (Pasal 

237). 

9. Pengakuan anak luar kawin (Pasal 281). 

10. Pengangkatan wali (Pasal 355). 

11. Berbagai macam/jenis surat wasiat, termasuk/di antaranya penyimpanan 

wasiat umum, wasiat pendirian yayasan, wasiat pemisahan dan pembagian 

                                            
23 Habib Adjie, 2011, hlm.27-28. 
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harta peninggalan, fideicomis, pengangkatan pelaksanaan wasiat dan pengurus 

harta peninggalan dan pencabutannya (Bab Ketigabelas – Tentang Surat 

Wasiat). 

12. Berbagai akta pemisahan dan pembagian harta peninggalan/warisan (Bab 

Ketujuhbelas – Tentang Pemisahan Harta Peninggalan). 

13. Berbagai hibahan (Bab Kesepuluh – Tentang Hibah). 

14. Protes nonpembayaran/akseptasi (Pasal 132 dan 143 KUHD). 

15. Pembedaan antara akta pihak (akta partij) dan akta pejabat (akta relaas) 

adalah terkait dengan pemberian pembuktian sebaliknya (tegenbewijs) 

terhadap isi akta itu. Terhadap kebenaran isi dari akta pejabat adalah tidak 

dapat diganggu gugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu palsu. 

Sedangkan kebenaran dari isi akta pihak dapat digugat, tanpa menuduh 

kepalsuannya, dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari para pihak 

yang bersangkutan ada diuraikan menurut sesungguhnya di dalam akta 

tersebut, akan tetapi keterangan itu adalah tidak benar. 

Produk Notaris berupa akta otentik dapat memberikan perlindungan dan 

kepastian hukum kepada para pihak yang membutuhkannya. Adapun fungsi akta 

Notaris bagi kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan adalah :  

a. Sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan 

hukum; 

b. Sebagai alat pembuktian; 

c. Sebagai alat pembuktian satu-satunya.24  

Keabsahan akta otentik harus memuat syarat-syarat : 

1. Tanggal dari akta itu. 

2. Tanda tangan-tanda tangan yang ada dalam akta itu. 

3. Identitas dari orang yang hadir. 

                                            
24 Syaifurrahman, 2011, hlm 99. 
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Menurut Sudikno Martokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan 

yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang 

dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Terkait dengan akta Notaris, 

dikenal adanya 2 (dua) macam akta, yaitu : akta partij dan akta relaas. Akta partij 

adalah bentuk akta yang dibuat untuk bukti yang memuat keterangan yang diberikan 

oleh (para) penghadap kepada Notaris dinamakan akta pihak (partij-akten) dengan 

para penghadap menandatangani akta itu, atau akta yang dibuat di hadapan (ten 

overstaan) Notaris. Ada 3 (tiga) cara untuk menjadi pihak dalam akta Notaris, yakni : 

dengan menghadap sendiri, melalui atau dengan perantaraan kuasa, dan dalam 

jabatan atau kedudukan. Akta ini berisi suatu ‘cerita’dari apa yang terjadi karena 

perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan Notaris, artinya yang 

diterangkan atau diceritan oleh pihak lain kepada Notaris dan untuk keperluan mana 

pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan itu atau 

melakukan perbuatan itu di hadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan itu 

dikonstatir oleh Notaris di dalam sebuah akta otentik. Akta sedemikian dinamakan 

akta yang dibuat ‘di hadapan’ (ten overstaan) Notaris.25 Aspek otentitas akta partij 

berhubungan dengan tanda-tangan dalam akta atau keharusan tanda-tangan para pihak 

(atau setidaknya-tidaknya diterangkan di dalam akta itu diterangkan apa yang 

menjadi alasan tidak ditanda-tanganinya akta itu oleh pihak atau para pihak yang 

bersangkutan) di dalam akta-akta tersebut. Di dalam “akta partij” ini dicantumkan 

secara otentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-

pihak dalam akta itu, di samping relaas dari Notaris itu sendiri, yang menyatakan 

bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu, 

sebagaimana yang dicantumkan dalam akta itu. Contoh  bagi golongan akta ini adalah 

                                            
25 GHS Lumban Tobing, 1996, hlm 51. 
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akta-akta yang memuat perjanjian hibah, jual-beli (tidak termasuk penjualan di muka 

umum atau lelang), kemauan terakhir (wasiat), kuasa dan sebagainya.26 

Kewajiban membubuhkan tanda tangan dimaksudkan untuk mengetahui 

pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum.  Seorang Notaris berwenang untuk 

membuat akta partij atas permintaan penghadap, dimana isi dari akta partij adalah 

jelas dan tegas sesuai dengan keinginan atau kepentingan para penghadap. 

Akta yang yang ke-dua, akta berita acara (relaas-akten), adalah bentuk akta 

yang dibuat untuk bukti oleh (para) penghadap dari perbuatan atau kenyataan yang 

terjadi di hadapan Notaris. Akta yang dibuat oleh \Notaris yang merupakan relaas 

atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan 

yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris. Akta yang dibuat sedemikian dan yang 

memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu dinamakan 

akta yang dibuat ‘oleh’ (door) Notaris (sebagai pejabat umum).27 Akta berita acara ini 

tidak memberikan bukti mengenai keterangan yang diberikan (para) penghadap 

dengan menandatangani akta tersebut, tetapi untuk bukti mengenai perbuatan dan 

kenyataan yang disaksikan oleh Notaris di dalam menjalankan tugasnya di hadapan 

para saksi.28 Atau akta yang dibuat ‘oleh’ (door) Notaris atau akta relaas atau akta 

pejabat (ambtelijke akten). Untuk akta relaas tidak menjadi soal, apakah orang-orang 

yang hadir  itu menolak menanda tangani akta itu. Apabila misalnya pada pembuatan 

berita acara rapat para pemegang saham dalam perseroan terbatas orang-orang yang 

hadir telah meninggalkan rapat sebelum akta itu ditandatangani, maka cukup Notaris 

menerangkan di dalam akta, bahwa para yang hadir telah meninggalkan rapat 

                                            
26 Ibid., hlm 52. 

27 Ibid.  

28 Herlin Budiono, 2010, hlm 267-268. 
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sebelum menanda tangani akta itu dan dalam hal ini akta itu tetap merupakan akta 

otentik.29 

Ketentuan-ketentuan mengenai terdegradasinya akta otentik (akta Notaris) 

dapat dilihat sebagai pelanggaran atas ketentuan dalam UUJN :30 

1. Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i, yaitu tidak membacakan akta 

di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi 

dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. 

2. Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8) , yaitu jika Notaris pada 

akhir akta tidak mencantumkan kalimat bahwa para penghadap menghendaki 

agar akta tidak dibacakan karena penghadap membaca sendiri, mengetahui, 

dan memahami isi akta. 

3. Melanggar ketentuan Pasal 41 dengan menunjuk Pasal 39 dan Pasal 40, yaitu 

tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan : 

a. Pasal 39, bahwa: 

1) Penghadap paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah dan 

cakap melakukan perbuatan hukum. 

2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya 

oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 

tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau 

diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya. 

b. Pasal 40 menjelaskan bahwa setiap akta dibacakan oleh Notaris dengan 

dihadiri paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah, cakap 

melakukan perbuatan hukum, mengerti bahasa yang digunakan dalam akta 

dan dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf serta tidak mempunyai 

hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke bawah 

                                            
29 GHS Lumban Tobing, 1996, hlm 53. 

30 Habib Adjie, 2009, hlm 39. 
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tanpa derajat pembatasan dan garis ke samping sampai dengan derajat ke 

tiga dengan Notaris atau para pihak. 

c. Melanggar ketentuan Pasal 52, yaitu membuat membuat akta untuk diri 

sendiri, suami/isteri, atau orang lain yang mempunyai hubungan 

kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan 

darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa 

pembatasan derajat, serta dalam garis ke sampingvsampai derajat ke tiga, 

serta menjadi pihak untuk diri sendiri, atau dalam suatu kedudukan 

ataupun dengan perantaraan kuasa. 

 Pencantuman nama Notaris pada akta Notaris tidak berarti Notaris sebagai 

pihak di dalamnya atau turut serta atau menyuruh atau membantu melakukan suatu 

tindakan hukum tertentu yang dilakukan para pihak atau penghadap, hal tersebut 

merupakan aspek formal akta Notaris sebagaimana ketentuan UUJN.31 Secara otentik 

pada akta pihak tercantum : tanggal dari akta, tanda tangan-tanda tangan yang ada 

dalam akta, identitas dari orang-orang yang hadir, dan bahwa apa yang tercantum 

dalam akta adalah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para penghadap kepada 

Notaris untuk dicantumkan dalam akta itu, sedang kebenaran dari keterangan-

keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak yang bersangkutan sendiri.32 

Dalam kaitan adanya gugatan para pihak kepada Notaris adalah suatu pengingkaran 

terhadap :33 

1. Hari, tanggal, bulan dan tahun menghadap. 

2. Waktu (pukul) menghadap. 

3. Tanda tangan yang tercantum dalam Minuta Akta. 

4. Merasa tidak pernah menghadap. 

                                            
31 Habib Adjie, 2011, hlm 4. 

32 GHS Lumban Tobing, 1996, hlm 53 

33 Habib Adjie, 2009, hlm 21-22. 
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5. Akta tidak ditandatangani di hadapan Notaris, 

6. Akta tidak dibacakan. 

7. Alasan lain berdasarkan formalitas akta. 

Akta Notaris yang dinyatakan batal demi hukum, selain melanggar unsur obyektif 

syarat sahnya perjanjian juga karena melanggar ketentuan dalam UUJN, yaitu : 

1. Melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i,  

yaitu tidak membuat daftar akta wasiat dan mengirimkan ke daftar pusat 

wasiat dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama tiap bulan (termasuk 

pemberitahuan bilamana nihil). 

2. Melanggar kewajiban sebagaimana termasuk dalam Pasal 16 ayat (1) huruf k, 

yaitu tidak mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik 

Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan 

tempat kedudukannya. 

3. Melanggar ketentuan Pasal 44, yaitu pada akhir akta tidak disebutkan atau 

dinyatakan dengan tegas mengenai penyebutan akta telah dibacakan untuk 

akta yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia atau bahasa lainnya yang 

digunakan dalam akta, memakai penerjemah resmi, penjelasan, 

penandatanganan akta di hadapan penghadap, Notaris dan penerjemah resmi. 

4. Melanggar ketentuan Pasal 48, yaitu tidak memberikan paraf atau tidak 

memberikan tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris atas 

pengubahan atau penambahan berurpa tulisan tindih, penyisipan, pencoretan 

atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain dengan cara 

penambahan, penggantian, atau pencoretan. 

5. Melanggar ketentuan Pasal 49, yaitu tidak menyebutkan atas perubahan akta 

yang tidak dibuat di sisi kiri akta, tetapi untuk perubahan yang dibuat pada 

akhir akta sebelum penutup akta dengan menunjuk bagian yang diubah atau 

dengan menyisipkan lembar tambahan. Perubahan yang dilakukan tanpa 

menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal. 
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6. Melanggar ketentuan Pasal 50, yaitu tidak melakukan pencoretan, pemarafan, 

dan atas perubahan atas pencoretan kata, huruf, atau angka. Hal tersebut 

dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang 

tercantum semula dan jumlah kata, huruf atau angka yang dicoret dinyatakan 

pada sisi akta, juga tidak menyatakan pada akhir akta mengenai jumlah 

perubahan, pencoretan dan penambahan. 

7. Melanggar ketentuan Pasal 51, yaitu tidak membetulkan kesalahan tulis 

dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah 

ditandatangani, juga tidak membuat berita acara tentang pembetulan tersebut 

dan tidak menyampaikan berita acara pembetulan tersebut kepada pihak yang 

tersebut dalam akta. 

Sesuai ketentuan dalam UUJN ketika Notaris menjalankan tugas jabatannya 

terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, 

berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris. Dalam praktik 

kenotariatan ditemukan kenyataan bahwa dari pengkualifikasian pelanggaran tertentu 

terhadap aspek-aspek seperti :  (a) Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul 

menghadap; (b) Pihak (siapa-orang) yang menghadap Notaris; (c) Tanda-tangan yang 

menghadap; (d) Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta; (e) Salinan akta ada, 

tanpa dibuat minuta akta; dan (f) Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, 

tapi minuta akta dapat dikeluarkan – dapat dijadikan dasar untuk mempidanakan 

Notaris.34  

                                            
34 Ibid., hlm 26. Dalam hal ini, Notaris membuat surat palsu atau memalsukan akta dengan 

kualifikasi sebagai suatu tindak pidana. Lebih lanjut, persoalan pelanggaran dan sanksi pidana yang 
dimaksud dijelaskan oleh Habib Adjie tidak memiliki dasar hukum yang tepat. Pemidanaan terhadap 
Notaris dapat dapat saja dilakukan dengan batasan, jika: (1) ada tindakan hukum dari Notaris terhadap 
aspek lahir, formal, dan materil akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, 
bahwa akta yang dibuat di hadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) para penghadap 
untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana, (2) Ada tindakan hukum dari Notaris 
dalam membuat akta di hadapan atau oleh Notaris yang diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan 
UUJN; dan (3) Tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk 
menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris (lihat halaman 24-31). 
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Secara garis besar, Kode Etik meliputi 5 (lima) hal, yaitu : 

1. Etika Kepribadian Notaris 

Etika kepribadian Notaris merupakan etika yang mengatur bagaimana Notaris 

bertindak secara personal dan internal. Etika ini mengatur kategori nilai yang 

harus dimiliki Notaris sebagai pribadi. Pribadi  yang dimaksud adalah ‘insan’ 

Notaris tersebut sebagai manusia alamiah. Mengingat jabatan Notaris tidak 

hanya sebagai profesi dalam arti pekerjaan, namun juga sebagai pejabat 

umum, maka etika kepribadian Notaris ini memberikan kaidah nilai pribadi 

secara intrinsik yang harus dimiliki Notaris sebagai pejabat umum dan sebagai 

professional. Sebagai pejabat umum, etika yang harus dimiliki seorang Notaris 

adalah : 

a. Berjiwa Pancasila 

b. Taat kepada Hukum, Sumpah Jabatan dan Kode Etik Notaris. 

c. Berbahasa Indonesia yang baik. 

2. Etika melakukan Tugas Jabatan 

Etika ini menyangkut sikap perilaku yang harus dimiliki oleh Notaris sebagai 

pejabat umum dalam pelaksanaan tugas jabatannya dalam Kode Etik Notaris 

hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan di Bandung 

pada Tahun 2005, menghasilkan pengaturan kewajiban Notaris dalam 

menjalankan jabatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris. 

Pasal 3 Kewajiban : 

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris 

wajib : 

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik. 

2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris. 

3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan. 

                                                                                                                             
34 Habib Adjie, 2011, hlm 87. 
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4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, 

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan 

Notaris. 

5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada 

ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan. 

6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara. 

7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk 

masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium. 

8. Menetapkan satu kantor ditempat kedudukan dan kantor tersebut 

merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam 

melaksanakan tugas jabatan sehari-hari. 

9. Memasang 1 (satu) papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan 

pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm, atau 200 cm x 80 

cm, yang memuat : 

a. Nama lengkap dan gelar yang sah ; 

b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir 

sebagai Notaris ; 

c. Tempat kedudukan ; 

d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama bewarna 

putih dengan huruf bewarna hitam dan tulisan di atas papan nama 

harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor 

tersebut dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud. 

10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang 

diselenggarakan oleh Perkumpulan ; menghormati, mematuhi, 

melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan. 

11. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib. 

12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang 

meninggal dunia. 
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13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium 

ditetapkan Perkumpulan. 

14. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan 

penandatanganan akta dilakukan di kantornya kecuali karena alasan-alasan 

yang sah. 

15. Menciptakan susasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam 

melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling 

memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling 

menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi 

dan tali silaturahim. 

16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan 

status ekonomi dan/atau status sosialnya. 

17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai 

kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas 

pada ketentuan yang tercantum dalam : 

a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ; 

b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris ; 

c. Isi Sumpah Jabatan ; 

d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris 

Indonesia. 

3. Etika Pelayanan Terhadap Klien  

Notaris merupakan pelayan masyarakat di bidang hukum terutama melayani 

masyarakat dalam pembuatan akta otentik. Dalam melayani masyarakat ini, 

sudah tentu dibutuhkan etika, yang menjadi pedoman bagi Notaris dalam 

melayani masyarakat pengguna jasa Notaris, beberapa hal yang harus dimiliki 

dan dilakukan oleh Notaris dalam melayani klien, yaitu :  
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a. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan 

jasanya dengan sebaik-baiknya 

b. Menyelesaikan akta sampai tahap yang diminta klien 

c. Memberitahukan kepada klien perihal selesainya pendaftaran dan 

pengumuman, dan atau mengirim kepada atau menyuruh mengambil akta 

yang sudah didaftar atau Berita Negara yang sudah selesai dicetak tersebut 

oleh klien yang bersangkutan 

d. Memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan 

kewajibannya sebagai Warga Negara dan anggota masyarakat 

e. Memberikan jasa kepada masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-

cuma 

f. Dilarang menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang 

tersebut membuat akta kepada notaris yang menahan berkas itu 

g. Dilarang menjadi alat orang lain atau pihak lain untuk semata-mata 

menandatangani akta buatan orang lain sebagai akta buatan notaries yang 

bersangkutan 

h. Dilarang mengirim minuta akta kepada klien atau klien-klien yang 

bersangkutan 

i. Dilarang membujuk-bujuk atau dengan cara apapun memaksa klien 

membuat akta kepadanya, atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah 

dari notaris lain 

j. Dilarang membentuk kelompok di dalam tubuh INI dengan tujuan untuk 

melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusus/eksklusif, 

apalagi menutup kemungkinan anggota lain untuk berpartisipasi 

4. Etika Hubungan Dengan Sesama Rekan Notaris 

Selain ada ketentuan (kode etik) yang mengatur pribadi Notaris, Etika dalam 

pelaksanaan jabatan, dan eyika pelayanan terhadap klien, terhadap Notaris 
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juga berlaku kode etik yang mengatur hubungan Notaris dengan dengan 

sesame rekan Notaris. Pertambahan jumlah Notaris 

5. Etika Pengawasan 

Jabatan identik dengan wewenang dan kekuasaan, dan Notaris merupakan 

pejabat umum yang wewenangnya diatur dengan undang-undang. Pelaksanaan 

wewenang dalam pelaksanaan tuga jabatan tersebut sudah tentu perlu diawasi 

agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang (abuse of power). 

Mekanisme pengawasan terhadap Notaris saat ini dilakukan dengan 2 cara 

yaitu : 

1) Pengawasan Internal 

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh Organisasi 

Notaris terhadap Notaris yang dilakukan secara berjenjang mengenai 

pelaksanaan kode etik yang berlaku. 

2) Pengawasan Eksternal 

Bentuk dan mekanisme pengawasan kedua yang kedua yang berlaku 

terhadap Notaris adalah Pengawasan Eksternal yang dilakukan oleh 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dalam 

pelaksanaannya diserahkan kepada Majelis Pengawas. Ketentuan terhadap 

Pengawasan Eksternal terhadap Notaris ini diatur dalam UUJN, khususnya 

dalam Pasal 67 sampai Pasal 81. Majelis Pengawas sebagaimana diatur 

dalam Pasal 67 ayat (3) UUJN terdiri dari 9 orang, yang komposisinya 

berasal dari 3 unsur dengan jumlah yang sama, yaitu 3 orang dari unsure 

pemerintah, 3 orang mewakili organisasi Notaris, dan 3 orang mewakili 

ahli (akademisi). Pengawasan terhadap Notaris melalui Majelis 

Pengawasan dilakukan secara berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 

68 UUJN. Di tingkat daerah Kabupaten/ Kota dilakukan oleh Majelis 

Pengawas Daerah (MPD), kemudian dilanjutkan oleh Majelis Pengawas 

Wilayah (MPW) yang berada di tingkat Propinsi, dan terakhir berujung di 
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Majelis Pengawas Pusat (MPP) yang berkedudukan di ibukota Negara di 

Jakarta. 

Ruang lingkup Kode Etik adalah berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan 

maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam 

pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana isi Pasal 2 

Kode Etik. Didasarkan substansi Pasal 2 maka sikap dan perilaku sehari-hari Notaris 

menjadi tolok ukur atas penilaian moral Notaris dan substansi Pasal 3 angka 4 bahwa  

dalam memangku dan menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak jujur, 

mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan 

perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.  

Sanksi yang dikenakan kepada anggota atas pelanggaran atas Kode Etik 

adalah berupa : (1) teguran, (b) teguran, (c) schorsing (pemecatan sementara) dari 

keanggotaan Perkumpulan, (d) anzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan, 

(e) pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan. Adapun 

pengertian sanksi disini adalah suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, 

upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota Perkumpulan maupun orang 

lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam menegakkan Kode Etik 

dan disiplin organisasi. 

Jadi pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan 

menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris disesuaikan dengan 

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris tentang pengertian Notaris, Pasal 15 

Undang-Undang Jabatan Notaris tentang Kewenangan, dan Pasal 16 Undang-Undang 

Jabatan Notaris tentang Kewajiban Notaris. Disamping itu selain memperhatikan 

ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam membuat akta juga harus 

memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Kode Etik Notaris Pasal 3 tentang 

Kewajiban ayat 4 dan ayat 14. 
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2.3  Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu Tanggal 25 Agustus 2009 

NO.85/Pdt.G/2008/PN.PL. 

 2.3.1    Kronologi Kasus  
 

Kasus ini merupakan perkara antara Hi. Mubin Raja Dewa dengan  Anand 

Umar Adnan, S.H.,M.H., Fazil Hi. Mubin Raja Dewa, Ridwan Hi. Mubin Raja Dewa, 

Faradiba Hi. Mubin Raja Dewa, dan Syarif Hi. Mubin Raja Dewa, dan Kepala Kantor 

Pertanahan Kota Palu. Kasus ini merupakan tergolong perkara perdata terkait 

pembuatan akta yang dibuat oleh Notaris, yakni : Akta Surat Pernyataan Pembagian 

Harta dan Harta Warisan tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 yang dibuat 

dihadapan Notaris Anand umar Adnan, S.H., M.H.. 

Bahwa pada tanggal 24 Desember 2001 Hi. Mubin Raja Dewa, untuk 

selanjutnya disebut sebagai Penggugat, datang menghadap kepada Notaris  Anand 

Umar Adnan,S.H., M.H untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, beserta 4 

(empat) orang anaknya yaitu Fazil Hi. Mubin Raja Dewa, Ridwan Hi. Mubin Raja 

Dewa, Faradiba Hi. Mubin Raja Dewa,Syarif Hi. Mubin Raja Dewa, untuk 

selanjutnya disebut sebagai Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut 

Tergugat I, untuk dibuatkan suatu perjanjian yang berbentuk Akta Notaris mengenai 

tindakan hukum yang akan dilakukan atas harta Penggugat dan Almarhumah isterinya 

Hj. Aisa. Menurut Notaris Anand Umar Adnan,S.H., M.H., Penggugat beserta anak-

anaknya ingin melakukan pembagian harta dan harta warisan yang akan diberikan 

seluruhnya kepada Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I, atas dasar tersebut 

dibuatlah Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 

Desember 2001 Nomor : 42  yang dibuat dihadapan Notaris  Anand Umar 

Adnan,S.H., M.H., yang  isinya berupa pembagian harta Penggugat dan Almarhumah 

isterinya mengenai pemberian harta dan kuasa.  

Setelah Tergugat I membacakan Akta tersebut dihadapan para penghadap dan 

Tergugat I kembali menanyakan apakah para pihak penghadap sudah menyetujui apa 

Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH UI, 2012



47 

 

 Universitas Indonesia 

yang diperjanjikan pada Akta ini  dan mereka pun menyetujuinya, dalam hal ini 

adalah Penggugat, Tergugat , II, III, IV dan Turut Tergugat I, maka segeralah Akta 

Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 

Nomor : 42 tersebut ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I, II, III, IV dan Turut 

Tergugat I, Notaris dan saksi-saksi. 

Pada tanggal 20 Nopember 2007, ternyata berdasarkan Salinan Akta Akta 

Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 

Nomor : 42  yang dibuat dihadapan Notaris  Anand Umar Adnan,S.H., M.H., yang 

dikeluarkan berdasarkan permintaan Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I, 

dibuatlah 6 (enam) Akta Hibah untuk keperluan balik nama atas objek-objek yang 

terdapat didalam Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan 

Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 yang dibuat dihadapan Notaris  Anand Umar 

Adnan,S.H., M.H., setelah beberapa bulan kemudian Penggugat mengecek Sertipikat 

yang ada pada Turut Tergugat II, dan melihat bahwa nama pemilik pada Sertipikat 

tersebut sudah beralih kepada anak-anaknya, berdasarkan hal tersebut Penggugat 

melalui surat gugatannya tanggal 03 Nopember 2008  yang didaftarkan di 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 04 Nopember 2008, dengan tujuan 

untuk menyangkal keabsahan dan isi dari Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta 

Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42, yang dibuat dihadapan 

Notaris  Anand Umar Adnan,S.H., M.H., karena menurut Penggugat bukan itu apa 

yang ia sepakati dalam Akta tersebut, dan menganggap Notaris Anand Umar 

Adnan,S.H., M.H. telah menyalahgunakan wewenang dan jabatannya sebagai Notaris 

dengan sengaja menerbitkan Salinan kedua dari Akta tersebut berdasarkan 

permintaan Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I, tanpa meminta persetujuan dari 

Penggugat, karena sewaktu penerbitan Salinan Pertama akta tersebut, Penggugat 

sudah menegaskan kepada Tergugat I, agar tidak menerbitkan Salinan Akta lagi 

walaupun atas permintaan Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I yang juga 

merupakan pihak dalam Akta tersebut. 
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 Tentang duduknya perkara adalah sebagai berikut, Menimbang, bahwa 

Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 03 Nopember 2008 yang didaftarkan 

di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 04 Nopember 2008 dibawah 

register perkara No. 85/Pdt.G/2008/PN.PL. telah mengemukakan hal-hal sebagai 

berikut : 

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2001 telah dibuat Akta di hadapan 

Tergugat I dengan Nomor : 42, yang berjudul Surat Pernyataan Pembagian 

Harta Dan Harta Warisan, milik Penggugat dan isteri Penggugat, yang 

kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Akta Nomor : 43 tanggal 24 

Desember 2001 Tentang Persetujuan Dan Kuasa. 

2. Bahwa adapun Harta Benda Penggugat dan Almarhumah isteri Penggugat 

yang tertuang dalam Akta Nomor : 42 tersebut pada poin 1 diatas adalah 

sebagai berikut ; 

a. Sebidang persil/tanah SHM No.1188 tanggal 18 Nopember 1991, luas 499 

M2, Surat Ukur No.6545/1991. 

b. Sebidang persil/tanah SHM No.1189 tanggal 18 Nopember 1991, luas 736 

M2, Surat Ukur No.6546/1991. 

c. Sebidang persil/tanah SHM No.723 tanggal 25 April 1989, luas 63 M2, 

Surat Ukur No.260/1998. 

d. Sebidang persil/tanah SHM No.310 tanggal 03 Agustus 1993, luas 3.139 

M2, Surat Ukur No.2837/1993. 

e. Sebidang persil/tanah SHM No.509 tanggal 03 September 1993, luas 62 

M2, Surat Ukur No.10661/1982. 

f. Sebidang persil/tanah SHM No.2859 tanggal 05 Mei 1998, luas 900 M2, 

Surat Ukur No.29/1998. 

g. Sebidang persil/tanah SHM No.2789 tanggal 25 Oktober 1997, luas 2.102 

M2, Surat Ukur No.2821/1997. 
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h. Sebidang persil/tanah SHM No.2789 tanggal 25 Oktober 1997, luas 959 

M2, Surat Ukur No.2823/1997. 

i. Sebidang persil/tanah SHM No.1001 tanggal 14 Agustus1984, luas 316 

M2, Surat Ukur No.2598/1984. 

j. Sebidang persil/tanah SHM No.89 tanggal 30 Nopember 1981, luas 1.779 

M2, Surat Ukur No.1939/1981. 

k. Sebidang persil/tanah AJB No.26/VIII/1998 tanggal 01 Agustus 1988. 

l. Sebidang persil/tanah AJB No.27/VIII/1998 tanggal 01 Agustus 1988. 

m. 1 (satu) Unit Mobil Merk/Type : TOYOTA/FJ 40 HARDTOP ; 

Jenis/Model : JEEP/MP ; Tahun Pembuatan/Perakitan 1981/1981 ; Warna 

: Putih ; Isi Silinder : 4.200 CC ; Nomor Rangka : FJ 40343832 ; Nomor 

Mesin : 2 F 553997 ; Bahan Bakar : Bensin ; Nomor BPKB : 8310919 S ; 

Nomor Polisi : DN 786 AC ; Pemilik terdaftar atas nama : Mubin A. Raja 

Dewa. 

n. 1 (satu) Unit Mobil Merk/Type : Toyota/KF 40 ; Jenis/Model : 

Moben/Pick Up ; Tahun Pembuatan/Perakitan 1986/1986 ; Warna : Putih ; 

Isi Silinder : 1.486 CC ; Nomor Rangka : KF 40-071191 ; Nomor Mesin : 

5 K-904691 ; Bahan Bakar : Bensin ; Nomor BPKB : 9235553 J ; Nomor 

Polisi : KT 768 B ; Pemilik Terdaftar atas nama : Fazil HM. Raja Dewa. 

o. 1 (satu) Unit Mobil Merk/Type : Isuzu/TBR 54 STD ; Jenis/Model : 

Mopen/ST.WAGON ; Tahun Pembuatan/Perakitan 1997/1997 ; Warna : 

Kaser Silver ; Isi Silinder : 2.499 CC ; Nomor Rangka : MHCTBR 54 

BVC 054874 ; Nomor Mesin : E 054874 ; Bahan Bakar : Solar ; Nomor 

Polisi : DD 786 RD ; Pemilik Terdaftar atas nama : Mubin A.Raja Dewa. 

3. Bahwa adapun pengaturan/pembagian harta dan harta warisan Penggugat dan 

Almarhumah isteri Penggugat yang tertuang dalam Akta Nomor : 42 tersebut 

pada poin 1 diatas adalah sebagai berikut : 

a. Untuk Tergugat II (FAZIL Hi. MUBIN RAJA DEWA) adalah : 
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- Sebidang persil/tanah SHM nomor : 1188 tanggal 18 Nopember 1991, 

Luas 499 M2 Surat Ukur nomor : 6545/1991. 

- Sebidang persil/tanah SHM nomor : 1189 tanggal 18 Nopember 1991, 

Luas 736 M2 Surat Ukur nomor : 6546/1991. 

- 1 (satu) Unit kendaraan (Mobil) Merk/Type : Toyota/KF 40 ; 

Jenis/Model : Moben/Pick Up ; Tahun Pembuatan/Perakitan 

1986/1986 ; Warna : Putih ; Isi Silinder : 1.486 CC ; Nomor Rangka : 

KF 40-071191 ; Nomor Mesin : 5 K-904691 ; Bahan Bakar : Bensin ; 

Nomor BPKB : 9235553 J ; Nomor Polisi : KT 768 B ; Pemilik 

Terdaftar atas nama : Fazil HM. Raja Dewa. 

- Uang Tunai sebesar Rp.500.000.000, -(Lima ratus juta rupiah). 

b. Untuk Tergugat III (RIDWAN Hi. MUBIN RAJA DEWA) adalah : 

- Sebidang persil/tanah SHM nomor : 723 tanggal 25 April 1988, Luas 

63 M2 Surat Ukur nomor : 260/1988, berikut bangunan diatasnya. 

- Sebidang persil/tanah SHM nomor : 310 tanggal 03 agustus 1993, 

Luas 3.139 M2 Surat Ukur nomor : 2873/1993. 

- Sebidang persil/tanah SHM nomor : 509 tanggal 03 September 1983, 

Luas 65 M2 Surat Ukur nomor : 10661/1982, berikut bangunan 

diatasnya. 

- 1 (satu) Unit kendaraan (Mobil) Merk/Type : Isuzu/TBR 54 STD ; 

Jenis/Model : Mopen/ST.WAGON ; Tahun Pembuatan/Perakitan 

1997/1997 ; Warna : Kaser Silver ; Isi Silinder : 2.499 CC ; Nomor 

Rangka : MHCTBR 54 BVC 054874 ; Nomor Mesin : E 054874 ; 

Bahan Bakar : Solar ; Nomor Polisi : DD 786 RD ; Pemilik Terdaftar 

atas nama : Mubin A.Raja Dewa. 

- Uang Tunai sebesar Rp.500.000.000, -(Lima ratus juta rupiah). 

c. Untuk Tergugat IV ( FARADIBA Hi. MUBIN RAJA DEWA) adalah 

sebagai berikut : 

Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH UI, 2012



51 

 

 Universitas Indonesia 

- Sebidang persil/tanah SHM Nomor : 1010 tanggal 14 Agustus 1984, 

Luas 316 M2 Surat Ukur Nomor : 2598/1984, berikut bangunan 

diatasnya. 

- Sebidang persil tanah SHM Nomor : 89 tanggal 30 Nopember 1981, 

Luas 1.779 M2 Surat Ukur Nomor : 1939/1981, berikut bangunan 

diatasnya. 

- Sebidang persil/tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 

26/VIII/1998 tanggal 01 Agustus 1988, dibuat dihadapan Drs. Ali 

Hanafi Ponulele, Kepala Wilayah Kecamatan Sindue dalam 

Jabatannya selaku PPAT. 

-  Sebidang persil/tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 

27/VIII/1998 tanggal 01 Agustus 1988, dibuat dihadapan Drs. Ali 

Hanafi Ponulele, Kepala Wilayah Kecamatan Sindue dalam 

Jabatannya selaku PPAT. 

- 1 (Satu) Unit kendaraan (Mobil) Merk/Type : Suzuki/Escudo ; Tahun 

Pembuatan/Perakitan : 1996 (kendaraan/mobil ini akan dibelikan). 

- Uang Tunai sebesar Rp. 500.000.000, - (Lima ratus juta rupiah). 

d. Untuk Turut Tergugat I (SYARIF Hi. MUBIN RAJA DEWA) adalah 

sebagai berikut : 

- Sebidang persil/tanah SHM Nomor : 2859 tanggal 05 Mei 1998, Luas 

900 M2 Surat Ukur Nomor : 29/1998. 

- Sebidang persil/tanah SHM Nomor : 2789 tanggal 25 Oktober 1997, 

Luas 2.102 M2 Surat Ukur Nomor : 2821/1997. 

- Sebidang persil/tanah SHM Nomor : 2791 tanggal 25 Oktober 1997, 

Luas 959 M2 Surat Ukur Nomor : 2823/1997. 

- 1 (Satu) Unit Kendaraan (Mobil) Merk/Type : TOYOTA/FJ 40 

HARDTOP ; Jenis/Model : JEEP/MP ; Tahun Pembuatan/Perakitan 

1981/1981 ; Warna : Putih ; Isi Silinder : 4.200 CC ; Nomor Rangka : 
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FJ 40343832 ; Nomor Mesin : 2 F 553997 ; Bahan Bakar : Bensin ; 

Nomor BPKB : 8310919 S ; Nomor Polisi : DN 786 AC ; Pemilik 

Terdaftar atas nama : Mubin A. Raja Dewa. 

- Uang Tunai sebesar Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah). 

4. Bahwa pada saat Akta Nomor : 42 tersebut diatas akan dibuat, Penggugat 

telah menyampaikan maksud dan keinginan-keinginan Penggugat terhadap 

apa yang harus ditetapkan dan/atau dimuat dalam Akta Nomor : 42 tersebut, 

yaitu keinginan Penggugat adalah : “Untuk Membagi Harta Penggugat dan 

Almarhumah isteri Penggugat, yang mana pembagian itu masih sebatas 

penunjukan saja sifatnya atau masih sebatas membagikan bagian/porsi 

masing-masing kepada anak-anak Penggugat”, belum diberikan, yang mana 

pula maksud dan tujuan Penggugat membagi harta tersebut agar nantinya pada 

saat Penggugat telah meninggal dunia, anak-anak Pengugat tidak rebut lagi 

ataupun berselisih paham terhadap pembagian harta warisan yang Penggugat 

tinggalkan, dan lagi dikarenakan pada saat dibuatnya Akta Nomor : 42 

tersebut harta benda yang Penggugat berikan itu sebagiannya masih ada yang 

dijaminkan/diagunkan di bank sehingga Penggugat memang tidak dapat 

memberikannya, karena jika Akta Nomor : 42 tersebut langsung terbuka dan 

semua harta Penggugat yang sudah tercantum dalam Akta tersebut tidak 

satupun yang tersisa sehingga jika harta tersebut akan dikuasai oleh para 

Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I, maka 

berdasarkan akal sehat tidak mungkin ada orang menghibahkan seluruh 

hartanya pada usia produktif (Penggugat pada saat Akta tersebut berusia 46 

tahun), hal itu diketahui oleh Tergugat I, dimana Tergugat I jugalah yang 

membuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan pada PT. Bank Ekspor Impor 

Indonesia (Persero) berkedudukan di Jakarta, juga karena Pengugat masih 

memerlukan harta benda Pengugat tersebut untuk dijadikan jaminan/agunan di 

bank mengingat Penggugat masih memerlukan tambahan modal kerja selaku 
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pengusaha, maka untuk harta benda Penggugat tersebut belumlah dapat 

Pengugat berikan. 

5. Bahwa terhadap apa yang Penggugat inginkan/kehendaki sebagaimana 

dijelaskan pada poin 4 diatas, oleh Tergugat I membuatkan Akta Nomor : 42 

Tentang Surat Pernyataan Pembagian Harta dan Harta Warisan dan kemudian 

dibuat lagi Akta Nomor : 43 Tentang Persetujuan dan Kuasa, (kuasa dari 

anak-anak Penghadap terhadap harta gono-gini Penggugat dengan 

Almarhumah isteri Penggugat kepada Penggugat untuk dijaminkan/diagunkan 

ke bank), pada saat itu juga dan menurut penjelasan Tergugat I pada saat itu 

bahwa dengan ke-2 (dua) Akta tersebut (Akta Nomor : 42 dan Akta Nomor 

43) apa yang Penggugat kehendaki telah terakomodir dan/atau terwujud 

ataupun termaktub dalam ke-2 (dua) Akta tersebut, sehingga Penggugat 

bersedia menandatangani ke-2 (dua) Akta itu dan disamping itu juga Tergugat 

I adalah adik sepupu dari Penggugat sehingga Penggugat percayakan penuh 

atas segala apa yang menyangkut dengan urusan hukum kepada Tergugat I 

sebab Penggugat awam hukum. 

6. Bahwa pada saat dibuatnya Akta Nomor : 42 tersebut pada poin 1 diatas, 

bersama itu pula dikeluarkan 5 (lima) rangkap salinan dari Akta Nomor : 42 

tersebut, dan ke-5 (lima) nya diserahkan kepada Penggugat, tak satupun 

diberikan kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I 

sebagai anak kandung Penggugat. 

7. Bahwa setelah diterbitkan Akta Nomor : 42 Tanggal 24 Desember 2001 oleh 

Tergugat I, maka karena harta tersebut masih tetap dikuasai oleh Penggugat, 

dan oleh Tergugat I menerbitkan lagi Akta Nomor : 43 Tanggal 24 Desember 

2001, dan semua salinan Akta Nomor : 42 tersebut yang dikeluarkan pada hari 

itu juga sebanyak 5 (lima) rangkap diserahkan dan dipegang oleh Penggugat 

karena memang pemberian Penggugat dalam Akta Nomor : 42 tersebut masih 

hanya penunjukan saja sifatnya, sehingga agar nantinya tidak terjadi atau 
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disalahgunakannya dari salinan Akta Nomor : 42 tersebut maka ke-5 (lima) 

salinan Akta Nomor : 42 tersebut Penggugatlah yang memegangnya serta 

semua surat-surat yang berhubungan dengan objek yang diatur dalam Akta 

Nomor : 42 tersebut masih ada dalam penguasaan atau masih dipegang oleh 

Penggugat, kemudian oleh Penggugat melarang atau tidak diperbolehkan lagi 

Tergugat I menerbitkan salinan  Akta Nomor : 42 tersebut tanpa 

sepengetahuan Penggugat. 

8. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2007, Penggugat kehilangan 11 buah 

Sertipikat Tanah, yang mana Sertipikat-Sertipikat tersebut pengaturannya 

diatur/tertuang dalam Akta Nomor : 42, diantaranya sebagai berikut : 6 

(enam) buah Sertipikat atas nama Penggugat (Sertipikat Hak Milik Nomor : 

1188, 1189, 723, 509, 2859, dan 1010), dan 3 (tiga) buah Sertipikat atas nama 

Almarhumah isteri Penggugat pertama Hj. Aisa yakni (Sertipikat Hak Milik 

Nomor : 310, 2789 dan 2791) serta 2 (dua) buah Sertipikat atas nama isteri 

Pengugat yang kedua Ny. Sri Wahyuni yakni (Sertipikat Hak Milik Nomor : 

651 dan 962) dan kemudian Penggugat lewat Staf Penggugat melaporkannya 

ke Polda Sulteng setelah itu dilaporkan juga ke Kantor Pertanahan Kota Palu 

(Turut Tergugat II) dan diterima oleh Sdr. Tarsan Pegawai Kantor Pertanahan 

Kota Palu, dan mengatakan bahwa untuk laporan kehilangan terlebih dahulu 

harus dilakukan pengambilan sumpah yang dilakukan langsung oleh 

KEPALA KANTOR sendiri, yang biayanya kemudian oleh Turut Tergugat II, 

ditetapkan untuk 1 (satu) buah Sertipikat pengganti dan pengumuman di 

Koran dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 750.000, -(Tujuh Ratus Lima 

Puluh Ribu Rupiah), sehingga jumlah biaya keseluruhan untuk 

membuat/menerbitkan Sertipikat Pengganti tersebut sebesar Rp. 750.000 x 11 

Sertipikat = Rp. 8.250.00, -(Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu 

Rupiah) dan dalam waktu 1 (satu) bulan Sertipikat tersebut akan selesai, 

demikian yang disampaikan oleh Turut Tergugat II kepada Penggugat. 
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9. Bahwa setelah 1 (satu) bulan kemudian Penggugat mengecek Sertipikat 

tersebut kepada Turut Tergugat II, ternyata Sertipikat-Sertipikat tersebut 

malah terbalik nama kenama-nama yang Pengugat tidak pernah mohonkan 

yaitu kenama Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I. 

10. Bahwa ditempatkannya SYARIF HM RAJA DEWA salah satu anak kandung 

Penggugat sebagai Turut Tergugat I dalam perkara ini, karena Turut Tergugat 

I telah mengembalikan 5 (lima) buah Sertipikat yang dikuasainya diantaranya 

3 (tiga) buah Sertipikat sudah dibalik nama dari nama Penggugat dan isteri 

pertama Penggugat Almarhumah Hj. Aisa kenama Turut Tergugat I, dan 2 

(dua) Sertipikat masih tetap nama isteri kedua dari Penggugat Ny. Sri 

Wahyuni, yang mana pengembalian itu dilakukan karena Turut Tergugat I 

telah menyadari dan mengetahui bahwa prosedural balik nama ke-9 

(sembilan) buah Sertipikat tersebut adalah tidak benar dan tidak sah, sehingga 

ke-5 (lima) buah Sertipikat yang dikuasai ataupun yang berada dalam 

penguasaan Turut Tergugat I dikembalikan. 

11. Bahwa 6 (enam) buah lagi Sertipikat yang dimaksud pada poin 9 diatas masih 

dalam penguasaan Tergugat II, III dan IV, dari kesemuanya itu sudah dibalik 

nama dari nama Pengugat dan isteri pertama Almarhumah Hj. Aisa kenama 

Tergugat II, III dan IV tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat selaku 

pemilik yang sah, dilakukan dihadapan Turut Tergugat II (Kepala Kantor 

Pertanahan Kota Palu) atas permohonan Tergugat I. 

12. Bahwa kemudian Penggugat mempertanyakan hal tersebut kepada Turut 

Tergugat II, oleh Turut Tergugat II mengatakan bahwa proses balik nama itu 

dimohonkan oleh Tergugat I, dimana yang menjadi Dasar Hukum dari balik 

nama Sertipikat-Sertipikat tersebut adalah salinan kedua Akta Nomor : 42 dan 

Akta-Akta Hibah No. 355/PB-XI/2007, No. 356/PB-XI/2007, No. 357/PB-

XI/2007, No. 358/PB-XI/2007, No. 359/PS-XI/2007 dan No. 360/PS-XI/2007 

tanggal 20 Nopember 2007 yang memuat keterangan tidak benar didalamnya, 
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yang dan/atau dihadapan Tergugat I, tanpa sepengetahuan Penggugat, 

sehingga harus dinyatakan batal demi hukum ataupun setidak-tidaknya dapat 

dibatalkan. 

13. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang telah mememohonkan balik nama 

terhadap ke-9 (sembilan) buah Sertipikat tersebut, maka Penggugat telah 

melaporkan Tergugat I pada Majelis Pengawas Notaris Propinsi Sulawesi 

Tengah, pada tanggal 18 Desember 2007, dan meminta agar Tergugat I 

mengurus kembali dan/atau mengurus balik nama ke-9 (sembilan) buah 

Sertipikat yang sudah dibalik nama, ke nama-nama yang semula atas 

permohonan yang dilakukan Tergugat I, tetapi oleh Majelis Pengawas Notaris 

menolak dengan alasan kewenangan tersebut adalah kewenangan Pengadilan 

Negeri. 

14. Bahwa Penggugat berkehendak untuk membatalkan Akta Nomor : 42 Tanggal 

24 Desember 2001 yang dibuat oleh/dihadapan Tergugat I dikarenakan 

disamping tidak sesuai dengan keinginan Penggugat dalam arti bertentangan 

dengan apa yang diinginkan Penggugat, dan juga dikarenakan Tergugat I 

memberikan penjelasan yang berbeda-beda (pada saat dibuat Akta Nomor : 42 

tersebut Tergugat I mengatakan bahwa apa yang Penggugat inginkan telah 

terakomodir dalam kedua Akta tersebut, Akta Nomor : 42 dan Akta Nomor : 

43 sebagaiman termuat dalam poin 4 dan 5 diatas, tetapi sekarang Tergugat I 

mengatakan yang berbeda bahwa harta Penggugat tersebut langsung terbuka 

dan dapat diambil langsung oleh anak-anak Penggugat), juga dikarenakan 

Tergugat I telah menyalahgunakan Akta Nomor : 42 tersebut dimana pada 

tanggal 03 Nopember 2007 Tergugat I secara diam-diam menerbitkan kembali 

salinan kedua dari Akta Nomor : 42 tersebut, yang kemudian oleh Tergugat I 

dijadikan dasar untuk menerbitkan Akta-Akta Hibah yang saling 

menghibahkan diantara Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut 

Tergugat I, dan oleh Tergugat I pula berdasarkan kewenangannya sebagai 
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Pejabat Umum (Notaris&PPAT) telah mengajukan permohonan balik nama 

ke-9 (sembilan) buah Sertipikat milik Penggugat dan isteri pertama 

Almarhumah Hj. Aisa ke nama Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I 

dengan dalih Tergugat I bahwa hal tersebut merupakan kewenangannya dan 

Akta Nomor : 42 tersebut dinyatakan langsung terbuka yang sebelumnya tidak 

pernah dijelaskan kepada Penggugat. 

15. Bahwa Tergugat I sangat mengetahui jika harta (Sertipikat-Sertipikat yang 

diatur dalam Akta tersebut) belum diberikan pada saat Akta Nomor : 42 

dibuat, masih sebatas penunjukan bagian/porsi kepada Tergugat II, III, IV dan 

Turut Tergugat I sebagai anak kandung Penggugat, sehingga Tergugat I 

menerbitkan atau membuat lagi Akta-Akta Hibah tanpa sepengetahuan 

Penggugat agar seakan-akan pemberian itu sudah terjadi sehingga terwujudlah 

keinginan Tergugat I untuk membalik namakan ke-6 (enam) buah Sertipikat 

milik Penggugat yang didasarkan dengan alasan hak peralihan pada Akta-

Akta hibah tersebut dan ke-3 (tiga) buah Sertipikat milik Almarhumah Hj. 

Aisa isteri pertama Penggugat yang didasarkan dengan alasan hak peralihan 

tersebut Akta Nomor : 42 tersebut. 

16. Bahwa Tergugat I dalam melangsungkan permohonan proses balik nama 

terhadap ke-9 (sembilan) buah Sertipikat tersebut terlebih dahulu Tergugat I 

mengeluarkan salina kedua Akta Nomor : 42 tanpa sepengetahuan Penggugat 

padahal pada saat dibuatnya akta Nomor :42 tersebut Penggugat telah 

menyampaikan bahwa tidak boleh Tergugat I mengeluarkan lagi salinan Akta 

tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, (Salinan Akta Nomor : 42 yang 

pertama sebanyak 5 (lima) rangkap yang pada saat Akta Nomor : 42 itu dibuat 

ke-5 (lima) salinan pertamanya tersebut ada pada Penggugat dan sampai saat 

ini masih ada pada Penggugat). Dan berdasarkan salinan kedua Akta Nomor : 

42 itulah yang dikeluarkan pada tanggal 03 Nopember 2007 dijadikan dasar 

untuk menerbitkan Akta-Akta Hibah (No. 355/PB-XI/2007, No. 356/PB-
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XI/2007, No. 357/PB-XI/2007, No. 358/PB-XI/2007, No. 359/PS-XI/2007 

dan No. 360/PS-XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007) yang memuat 

keterangan tidak benar didalamnya, karena masing-masing pemberi hibah 

dalam Akta Hibah tersebut sama sekali tidak pernah ditunjuk sebagai pemilik 

maupun dipersiapkan sebagai pemilik berdasarkan Akta Nomor : 42, 

kemudian dimohonkan balik nama ke-9 (sembilan) Sertipikat tersebut dengan 

dasar peralihan hak adalah Akta-Akta Hibah dan salinan kedua dari Akta 

Nomor : 42 yang dibuat tanpa sepengetahuan Penggugat selaku orang yang 

paling berkepentingan dalam perbuatan Hukum tersebut. 

17. Bahwa untuk memperjelas tentang kesalahan yang terdapat dalam Akta-Akta 

Hibah yang dibuat oleh atau dihadapan Tergugat I (yang memuat keterangan 

yang tidak benar), maka dapat dilihat dalam bentuk tabel  (lihat dalam 

lampiran Putusan Pengadilan Negeri Palu halaman 16-17). 

18. Bahwa adapun ke-9 (sembilan) buah Sertipikat yang sudah dibalik nama tanpa 

sepengetahuan Penggugat dengan prosedural yang tidak benar dan tidak sah, 

oleh karena itu demi hukum harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan 

mengikat (sebgaiamana Sertipikat-Sertipikat yang tercantum dalam poin 2). 

19. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I 

yang menyalah gunakan Akta Nomor : 42 dengan menerbitkan salinan kedua 

Akta Nomor : 42 yang dikeluarkan pada tanggal 03 Nopember 2007 tanpa 

sepengetahuan Penggugat dan kemudian menerbitkan Akta-Akta Hibah 

Nomor : 355/PB-XI/2007, 356/PB-XI/2007, 357/PB-XI/2007, 358/PB-

XI/2007, 359/PS-XI/2007 dan 360/PS-XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007 

yang memuat keterangan tidak benar dan melaksanakan balik nama 

sebagaiman yang telah diuraikan diatas adalah Perbuatan melanggar hak dan 

melawan hukum serta merugikan Penggugat selaku Pengusaha. 

20. Bahwa atas Perbuatan melanggar hak dan melawan hukum, Tergugat I,  II, III, 

IV dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II tersebut diatas telah 
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membawa kerugian bagi Penggugat, baik kerugian Materil maupun kerugian 

Immateril, sehingga patutlah para Tergugat dan Turut Tergugat 

mempertanggung jawabkannya secara hukum. 

21. Bahwa atas perbuatan Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I dan II yang 

telah membalik nama ke-9 (sembilan) buah Sertipikat milik Penggugat 

tersebut, sehingga Penggugat tidak jadi mendapat kucuran bantuan Kredit dari 

Bank Mega Syariah Jakarta sebesar Rp. 8.500.000.000, - (Delapan milyar 

lima ratus juta rupiah) dimana seharusnya 9 (sembilan) buah Sertipikat 

tersebut dijadikan jaminan pinjaman dan proses untuk melakukan pinjaman 

telah dilaksanakan oleh pihak bank dimana pihak bank telah melakukan 

taksasi yang kemudian tinggal menunggu penyerahan Sertipikat aslinya 

kepada pihak bank, dan dana yang akan dikucurkan oleh bank tersebut 

nantinya akan digunakan Penggugat untuk membiayai 3 (tiga) proyek 

Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut (lihat dalam lampiran Putusan 

Pengadilan Negeri Palu halaman 20-21). 

22. Bahwa adapun kerugian materil yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp. 

2.557.493.740, -(Dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus 

sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dengan rincian 

sebagai berikut (lihat dalam lampiran Putusan Pengadilan Negeri Palu 

halaman 21-23). 

23. Bahwa adapun kerugian immateril yang Penggugat derita selaku pengusaha 

ternama (yang bukan Cuma di Kota Palu tetapi juga diluar Kota Palu) adalah 

tidak ternilai harganya, namun agar tuntutan tetap jelas dan terang 

sebagaimana yang diharuskan oleh hukum dan juga dikarenakan Penggugat 

telah sangat malu serta kehilangan kepercayaan dan nama baik dihadapan 

Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur dan 

dihadapan RSUD Kecamatan Samboja Pemda Kutai Kartanegara Propinsi 

Kalimantan Timur serta kehilangan nama baik di Universitas Mulawarman 
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Samarinda Propinsi Kalimantan Timur dan di Dinas Pendidikan Propinsi 

Sulawesi Selatan serta kehilangan nama baik diantara rekan bisnis (pengusaha 

lainnya), dan juga kehilangan nama baik pada Bank Mega Syariah Jakarta 

yang akan membantu pemberian dana kredit, sehingga apabila dinilai dengan 

uang dapatlah disepadankan sebesar Rp. 12.000.000.000, -(Dua belas milyar 

rupiah). 

24. Bahwa oleh karena gugatan ini merupakan gugatan yang didasari alat bukti 

yang kuat dan nyata, maka putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih 

dahulu (uit voorbar bij voorrad) walaupun ada upaya verset, banding, kasasi 

dan peninjauan kembali. 

25. Bahwa untuk mencegah agar gugatan ini tidak sia-sia atau illusoir dan agar 

tidak terjadinya pengalihan terhadap objek sengketa dan harta benda milik 

Tergugat I, II, III dan IV kepada orang lain dalam bentuk apapun, serta 

didasarkan atas bukti-bukti yang otentik maka Penggugat mohon agar 

diletakkan Sita Jaminan terhadap objek sengketa dan harta benda milik 

Tergugat I, II, III dan IV, baik terhadap benda yang bergerak maupun 

terhadap benda yang tidak bergerak, (termasuk tabungan dalam bentuk 

rekening/deposito yang terdapat di Bank/Lembaga Keuangan lainnya maupun 

terhadap saham-saham dalam Badan Hukum lainnya). 

Jawaban Tergugat I : 

1. Bahwa Tergugat I membantah sekaligus menolak secara tegas terhadap semua 

dalil-dalil hukum yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya, 

terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat I. 

2. Bahwa benar, pada hari senin 24 Desember 2001, Tergugat I telah membuat 

Akta untuk/atas kepentingan/kehendak Penggugat, Tergugat II, Tergugat III 

dan Tergugat IV serta Turut Tergugat I. 
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3. Bahwa Akta yang dibuat oleh Tergugat I sebagaimana disebut pada poin 2 

diatas, adalah Akta Notaris ber-Nomor : 42 dan diberi judul Surat Pernyataan 

Pembagian Harta Dan Harta Warisan tanggal 24 Desember 2001. 

4. Bahwa secara tegas Akta Nomor : 42 tentang Surat Pernyataan Pembagian 

Harta Dan Harta Warisan tanggal 24 Desember 2001 tersebut 

draftnya/konsepnya mengatur hal-hal sebagai berikut : 

- Bahwa Penggugat dihadapan Tergugat I, telah memberikan 

keterangannya bahwa dirinya bertindak untuk dan atas nama diri 

sendiri dan selaku Ahli Waris isterinya. 

- Bahwa Pengugat dihadapan Tergugat I, telah memberikan 

keterangannya bahwa isterinya bernama Hj. Aisa telah meninggal 

dunia di Palu pada tanggal 30 Desember 1999. 

- Bahwa Penggugat dihadapan Tergugat I, telah memberikan 

keterangannya, bahwa dirinya dan isterinya Almarhumah Hj. Aisa 

semasa hidupnya menguasai dan berhak atas (lihat dalam lampiran 

Putusan Pengadilan Negeri Palu halaman 35-37).  

- Bahwa Pengugat dihadapan Tergugat I, telah memberikan 

keterangannya bahwa dari perkawinannya dengan Almarhumah Hj. 

Aisa telah melahirkan 4 (empat) orang anak, yang masing-masing 

bernama :  

o Fazil Hi. Mubin Raja Dewa (Tergugat II) 

o Ridwan Hi. Mubin Raja Dewa (Tergugat III) 

o Faradiba Hi. Mubin Raja Dewa (Tergugat IV) 

o Syarif Hi. Mubin Raja Dewa (Turut Tergugat I) 

- Bahwa Penggugat dihadapan Tergugat I, telah memberikan 

keterangannya bahwa dirinya secara tegas menyatakan bahwa : dengan 

ini membagi dan memberikan sebagai bagian dalam warisan atas harta 

Penggugat dan harta peninggalan Almarhumah Hj. Aisa masing-
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masing kepada anak-anaknya tersebut diatas yakni (lihat dalam 

lampiran Putusan Pengadilan Negeri Palu halaman 37-40) 

- Bahwa Penggugat dihadapan Tergugat I, telah memberikan 

keterangannya bahwa dirinya sekarang ini, untuk nantinya dikemudian 

hari dengan ini memberi kuasa kepada para anak-anaknya (anak-anak 

Penggugat) tersebut, kuasa mana tidak akan berakhir oleh sebab 

apapun juga. 

- Bahwa pemberian kuasa sebagaimana tersebut pada Akta No. 42 

diberikan oleh Penggugat kepada anak-anaknya (Tergugat II, Tergugat 

III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I) tersebut adalah guna 

kepentingan menghadap kepada dan dihadapan para pembesar, Notaris 

dan/atau Pejabat Pembuat Akta yang berwenang, Kepala Kantor 

Pertanahan, Pejabat Kepolisian dan para Pejabat lainnya yang 

berwenang, menandatangani surat permohonan/akta-akta dan/atau 

dokumen lainnya yang diperlukan guna pelaksanaan pendaftaran/balik 

nama atas persil-persil/tanah dan mobil-mobil tersebut diatas ke atas 

nama masing-masing anak-anak penghadap (anak-anak Penggugat). 

- Bahwa baik Tergugat II maupun Tergugat III, Tergugat IV dan Turut 

Tergugat I dihadapan Tergugat I, telah memberikan keterangannya 

masing-masing bahwa dirinya, baik secara sendiri-sendiri maupun 

secara bersama-bersama Mengetahui, Menyetujui Dan Menerima Baik 

Pemberian Persil/Tanah Berikut Bangunan, Monil dan Uang Sebagai 

Warisan Mereka Masing-Masing (Harta Dan Harta Peninggalan 

Almarhumah Hj. Aisa) Yang Diberikan Dan Dibagikan Oleh Ayah 

Mereka (Penggugat) Yang Diuraikan Dalam Akta Ini (Akta No. 42). 

5. Bahwa setelah draft/konsep Akta No. 42 tersebut selesai di buat oleh Tergugat 

I, maka draft/konsep Akta No. 42 tersebut dibacakan dihadapan Penggugat, 

Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I setelah itu 
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diserahkan kepada Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan 

Turut Tergugat I untuk dibaca, dipahami dan dimengerti maksud dan isinya. 

6. Bahwa setelah draft/konsep Akta No. 42 tersebut selesai dibacakan dihadapan 

Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I, serta 

diserahkan kepada Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan 

Turut Tergugat I untuk dibaca, maka kelima-limanya (Penggugat, Tergugat II, 

Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I) menyatakan bahwa hal-hal 

yang diatur dalam Akta No. 42 tersebut telah dipahami dan dimengerti 

isinya/telah sesuai dengan keinginan mereka. 

7. Bahwa setelah kelima-limanya (Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, 

Tergugat IV dan Turut Tergugat I) menyatakan bahwa hal-hal yang diatur 

dalam Akta No. 42 tersebut telah sesuai dengan keinginan mereka, maka 

barulah kelima-limanya (Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV 

dan Turut Tergugat I) membubuhkan tanda tangan cap jempol mereka ke 

dalam Akta 42 tersebut dan disaksikan oleh Sonny Hidayat Muller, Herawati 

dan Asmayanti yang turut pula bertanda tangan membubuhi cap jempol ke 

dalam Akta 42 tersebut. 

8. Bahwa setelah Akta no. 42, Tentang Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan 

Harta Warisan selesai dibuat, maka praktis secara yuridis, harta-harta yang 

telah dibagikan dan diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat II, Tergugat 

III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I tersebut telah berpindah/beralih 

kepemilikan, dimana yang tadinya kepemilikan harta-harta tersebut berada 

pada Penggugat, maka sejak penandatanganan Akta No. 42 tanggal 24 

Desember 2001 telah beralih/berpindah kepada Tergugat II, Tergugat III, 

Tergugat IV dan Turut Tergugat I. 

9. Bahwa peralihan/perpindahan kepemilikan terhadap harta-harta yang termuat 

dalam Akta No. 42 tersebut adalah secara sadar dan insyaf serta diakui secara 

tegas oleh Penggugat (selaku pembagi dan pemberi harta) dan Tergugat II, 
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Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I (selaku penerima pembagian 

dan pemberian harta). 

10. Bahwa dikatakan peralihan/perpindahan kepemilikan terhadap harta-harta 

yang termuat dalam Akta No. 42 tersebut adalah secara sadar dan insyaf serta 

diakui secara tegas oleh Penggugat (selaku pembagi dan pemberi harta) dan 

Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I (selaku penerima 

pembagian dan pemberian harta), karena hal ini dapat dibuktikan bahwa 

ketika harta-harta yang telah berpindah/beralih kepemilikan tersebut akan 

dimanfaatkan oleh Penggugat untuk dijadikan agunan guna memperoleh 

fasilitas kredit dari bank-bank pemerintah maupun bank milik swasta 

dimanapun, maka Akta No. 43, Tentang Persetujuan Dan Kuasa oleh 

Tergugat I, dimana dalam Akta No. 43 tersebut memuat hal-hal sebagai 

berikut ((lihat dalam lampiran Putusan Pengadilan Negeri Palu halaman 44-

45). 

11. Bahwa dengan demikian dan dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada 

angka 4 yang menyatakan bahwa pembuatan Akta No. 42 adalah hanya 

bertujuan untuk membagi harta Penggugat dan harta warisan Almarhumah 

isteri Penggugat, yang mana pembagian itu masih sebatas penunjukkan saja 

sifatnya atau masih sebatas membagikan bagian/porsi masing-masing kepada 

anak-anak Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan tendensius serta hanya 

memutar balikkan fakta, karena kalau hanya penunjukkan tidak mungkin 

dalam Akta tersebut dibuatkan surat kuasa dan dalam Akta tentunya harus 

disebutkan siapa pelaksana pembagian warisan (pelaksana wasiat). 

12. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 5 pada bagian posita gugatannya, 

Tergugat I merasa tidak perlu untuk menanggapinya, karena dalil tersebut 

telah terjawab berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas. 

13. Bahwa memang benar, setelah Tergugat I membuat Akta No. 42, maka 

bersamaan itu pula Tergugat I menerbitkan salinan Akta No. 42 sebanyak 5 

Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH UI, 2012



65 

 

 Universitas Indonesia 

(lima) rangkap yang diserahkan kepada Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, 

Tergugat IV dan Turut Tergugat I, hal ini menegaskan bahwa pembagian ini 

berlaku saat itu juga, jika merupakan penunjukan tentunya Tergugat hanya 

membuatkan 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap untuk Penggugat selaku 

pemberi wasiat dan 1 (rangkap) untuk pelaksana wasiat dan anak-anak 

Penggugat (Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I) tidak diberikan salinan 

karena baru penunjukan. 

14. Bahwa demikian pula halnya terhadap Akta No. 43, yang juga dibuatkan 

salinannya oleh Tergugat I sebanyak 2 (dua) rangkap yang juga salinan Akta 

No. 43 tersebut diserahkan kepada Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, 

Tergugat IV dan Turut Tergugat I. 

15. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang terurai pada poin 8, 9 dan 10 dalam 

posita gugatannya, Tergugat merasa perlu untuk tidak menanggapinya, karena 

dalil tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan diri Tergugat I selaku Pejabat 

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 

16. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang terurai pada poin 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18 dan 19 serta 20, dimana dalil-dalil tersebut sangat erat kaitannya 

dengan eksistensi Tergugat I selaku Pejabat Notaris dan Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT), maka Tergugat I merasa perlu untuk menjelaskan hal-hal 

sebagai berikut : 

Tentang Penerbitan Akta No. 42 : 

Bahwa pada hari dan tanggal serta jam bertempat di kantor Tergugat I, 

Penggugat mendatangi Tergugat I untuk meminta dibuatkan Akta Notaris, 

Akta mana menurut Penggugat, bahwa dirinya ingin membagi dan 

menyerahkan harta-hartanya kepada anak-anaknya, namun pada saat itu pula 

Tergugat I menanyakan kepada Penggugat, apakah hal itu tidak salah, namun 

dijawab dengan enteng oleh Penggugat, bahwa itu tidak salah, karena saya 

akan mulai dari nol lagi. 
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Bahwa didasari dengan maksud dan keinginan Penggugat itulah, maka 

Tergugat I membuatkan Akta No. 42 dengan judul Surat Pernyataan 

Pembagian Harta Dan Harta Warisan, dimana draf dan isinya sebagaimana 

telah diuraikan diatas. 

Bahwa dengan demikian, terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa 

penyerahan harta yang telah dibagi dan diserahkan tersebut adalah nanti 

berlaku setelah Penggugat meninggal adalah dalil yang tidak benar dan 

memutarbalikkan fakta, hal ini disebabkan : 

- Bahwa kata-kata yang terlontar pertama dari mulut Penggugat sebelum 

Akta No. 42 dibuat adalah kata-kata saya akan memulai dari nol lagi 

dan pembagian harta dan harta warisan dilakukan pada saat ini juga. 

- Bahwa setelah Akta No. 42 dibuat Penggugat secara insyaf dan sadar 

mau menerima dan menjalankan Persetujuan dan Kuasa dari Tergugat 

II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I dengan jalan 

membuat dan menandatangani Akta No. 43, Tentang Persetujuan dan 

Kuasa, padahal kalau memang Penggugat merasa yakin bahwa dirinya 

masih sebagai pemilik terhadap harta-harta yang terurai dalam Akta 

No. 42, maka Penggugat tidak perlu menerima dan menjalankan kuasa 

sebagaimana yang termaktub dalam Akta No. 43. 

- Bahwa hal lain yang dapat membuktikan bahwa sesungguhnya 

Penggugat juga telah mengetahui secara benar, insyaf lagi sadar bahwa 

pembagian dan penyerahan harta dan harta warisan sebagaimana 

tertuang dalam Akta No. 42 tersebut berlaku pada saat Akta tersebut 

usai ditanda tangani adalah dapat diketahui pada saat Akta No. 42 mau 

ditanda tangani, maka Tergugat I menanyakan kepada Penggugat 

bahwa apakah Penggugat telah menyerahkan uang sebanyak Rp. 

2.000.000.000, -(Dua milyar rupiah) kepada Tergugat II, Tergugat III, 

Tergugat IV dan Turut Tergugat I, masing-masing sebesar Rp. 
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500.000.000, karena salah satu poin yang terdapat dalam Akta No. 42 

tersebut adalah membagi dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 

500.000.000, -(Lima ratus juta rupiah) masing-masing kepada 

Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I dan 

ternyata pertanyaan tersebut telah dijawab oleh Penggugat dengan 

jalan Penggugat memperlihatkan kepada Tergugat I, Tergugat II, 

Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I bukti tulis berupa bukti 

setoran (slip penyetoran dari bank) uang sebesar Rp. 2.000.000.000, -

(Dua milyar rupiah) yang ditransfer/disetor ke Rek. masing-masing 

anaknya (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I) 

sebesar Rp. 500.000.000, -(Lima ratus juta rupiah). 

- Bahwa selain itu Penggugat telah menyerahkan kepada Tergugat II, 

Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I (lihat dalam lampiran 

Putusan Pengadilan Negeri Palu halaman 48-49). 

Bahwa dengan demikian, jika sekarang ini muncul pernyataan dari Penggugat 

bahwa penerbita Akta No. 42 tersebut masih sebatas penunjukan bagian/porsi 

kepada Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I, maka pernyataan tersebut 

hanyalah akal-akalan Penggugat saja yang cenderung ingin dinilai sebagai 

orang yang sudah pikun, padahal untuk saat ini dan disaat Akta No. 42 di 

buat, diri Penggugat masih tetap bugar, segar dan sehat walafiat, baik jasmani 

mapun rohaninya. 

Dan juga, bahwa bagaimana mungkin jika pemberlakuan Akta No. 42 tersebut 

nanti setelah dirinya (Penggugat) meninggal dunia, sedangkan sebelumnya 

pada saat pertama kali kekantor Tergugat I untuk pembuatan Akta, Penggugat 

menyatakan dengan tegas bahwa saya akan memulai dari nol, dan ketika 

Tergugat I menayakan kepada Penggugat apakah pembagian ini berlaku 

sekarang atau setelah Penggugat meninggal dunia, Penggugat menjawab saya 
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serahkan semua harta saya sekarang ini untuk memenuhi janji saya kepada 

Almarhumah isteri Penggugat pada saat terbaring sakit. 

Tentang Penerbitan Salinan kedua dari Akta No. 42 :  

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor : 30 Tahun 

2004 Tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi Notaris hanya dapat 

memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosee Akta, 

Salinan Akta atau Kutipan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung 

pada Akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan 

lain oleh paraturan perundang-undangan. 

Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2007, bertempat di kantor Tergugat I, telah 

datang Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I untuk meminta diterbitkan 

salinan ke-2 Akta No. 42 dengan alasan bahwa salinan Akta No. 42 telah 

hilang dirumah monginsidi yang sebelumnya Penggugat sendiri pernah pada 

tanggal 06 Juni 2007 menelpon kekantor Tergugat I dan menginformasikan 

bahwa salinan pertama dari Akta No. 42 tersebut telah hilang dan meminta 

diterbitkan salinan kedua dari Akta No. 42 tersebut dan pada tanggal 06 Juni 

2007 Tergugat I telah membuatkan salinan kedua dari Akta tersebut, akan 

tetapi Penggugat tidak datang mengambil salinan tersebut. 

Bahwa atas dasar bunyi pasal dan peristiwa sebagaimana tersebut diatas, maka 

Tergugat I mengeluarjan salinan ke 2 dari Akta No. 42 tersebut, sehingga 

secara yuridis, penerbitan Akta No. 42 untuk yang ke 2 kalinya adalah bukan 

merupakan perbuatan melawan hukum atau suatu tindakan pelanggaran 

sebagaimana yang ditujukan oleh Penggugat kepada Tergugat I, akan tetapi 

penerbitan salinan ke 2 dari Akta No. 42 tersebut adalah merupakan perintah 

Undang-Undang terhadap Jabatan Notaris. 

Bahwa dengan demikian bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa 

Penggugat pernah menyampaikan kepada Tergugat I untuk tidak menerbitkan 

salinan ke 2 Akta No. 42 jika tanpa sepengetahuan dari Penggugat adalah dalil 
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yang tidak beralasan bahkan cenderung bertentangan dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Tentang Penerbitan Akta Hibah : 

Bahwa Akta Hibah sebanyak 6 (enam) buah yang terdiri dari Nomor : 

355/PB-XI/2007, Nomor : 356/PB-XI/2007, Nomor : 357/PB-XI/2007, 

Nomor : 358/PB-XI/2007, Nomor : 359/PS-XI/2007, dan Nomor : 360/PS-

XI/2007, kesemuanya tertanggal 20 Nopember 2007 adalah benar dibuat oleh 

Tergugat I pada tanggal 20 Nopember 2007. 

Bahwa pembuatan Akta-Akta Hibah tersebut dilakukan oleh Tergugat I adalah 

bukan karena inisiatif Tergugat I akan tetapi penerbitan Akta-Akta Hibah 

tersebut diminta/dikehendaki langsung oleh Tergugat II, Tergugat III, 

Tergugat IV dan Turut Tergugat I, dimana unsur dan obyek dari Akta-Akta 

Hibah tersebut adalah terdiri dari : 

- Unsur Pemberi Hibah, yakni Tuan Hi. Mubin Raja Dewa (Penggugat) 

yang diwakili oleh Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I 

berdasarkan kuasa yang termuat dalam Akta No.42. 

- Unsur Penerima Hibah, yakni Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat 

I. 

- Obyek Hibah, yakni harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak 

yang bertalian dengan Akta No. 42 tanggal 24 Desember 2001 yang 

masing-masing telah diserahkan dan tertuang dalam Akta Hibah 

masing-masing Nomor : 355/PB-XI/2007, Nomor : 356/PB-XI/2007, 

Nomor : 357/PB-XI/2007, Nomor : 358/PB-XI/2007, Nomor : 359/PS-

XI/2007, dan Nomor : 360/PS-XI/2007, kesemuanya tertanggal 20 

Nopember 2007. 

Bahwa dengan demikian, terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa 

penerbitan Akta-Akta tersebut pada tanggal 20 Nopember 2007 adalah 
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memuat keterangan yang tidak benar adalah sungguh merupakan dalil yang 

sangat menyesatkan serta cenderung subyektif. 

Bahwa dikatakan dalil tersebut (memuat keterangan yang tidak benar) adalah 

dalil yang sangat menyesatkan dan cenderung subyektif disebabkan karena : 

- Bukankah penerbitan/pembuatan Akta No. 42 adalah atas dasar 

inisiatif Penggugat sendiri yang dilakukan secara insyaf dan sadar dan 

juga dikehendaki dan disetujui oleh Tergugat II, III, IV dan Turut 

Tergugat I. 

- Bahwa bukankah dalam Akta No. 42, selain secara tegas menyatakan 

membagi dan memberikan harta dan harta warisan, juga dinyatakan 

secara tegas mengenai kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada 

Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I. 

- Bahwa bukankah kuasa yang termuat dalam Akta No. 42 tersebut 

keberlakuannya sejak ditanda tanganinya Akta No. 42 dan tidak akan 

berakhir oleh sebab apapun juga, dimana hal-hal yang dikuasakan 

tersebut yakni guna kepentingan menghadap kepada dan dihadapan 

para pembesar, Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta yang 

berwenang, Kepala Kantor Pertanahan, Pejabat Kepolisian dan para 

Pejabat lainnya yang berwenang, menandatangani surat 

permohonan/akta-akta dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan 

guna pelaksanaan pendaftaran/balik nama atas persil-persil/tanah dan 

mobil-mobil tersebut diatas keatas nama masing-masing anak-anak 

penghadap (anak-anak Penggugat). 

- Bahwa dengan demikian bahwa penerbitan/pembuatan Akta-Akta 

Hibah yang terdiri dari Nomor : 355/PB-XI/2007, Nomor : 356/PB-

XI/2007, Nomor : 357/PB-XI/2007, Nomor : 358/PB-XI/2007, Nomor 

: 359/PS-XI/2007, dan Nomor : 360/PS-XI/2007, kesemuanya 

tertanggal 20 Nopember 2007 (sekalipun secara pisik Penggugat tidak 
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berada dihadapan Tergugat I karena telah diwakili/telah diberikan 

kuasa kepada anak-anaknya berdasarkan kuasa yang tertuang dalam 

Akta No. 42, sehingga secara yuridis Penggugat dianggap hadir) 

adalah sah menurut hukum. 

Tentang Permohonan Balik Nama Sertipikat ke BPN (Turut Tergugat II) : 

Bahwa sesungguhnya permohonan balik nama Sertipikat ke BPN (Turut 

Tergugat II) adalah dilakukan oleh Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I, 

bukan dilakukan oleh Tergugat I, sebagaimana yang didalilkan oleh 

Penggugat dalam surat gugatannya. 

Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I dalam kaitan proses balik nama 

Sertipikat tersebut adalah hanya sebatas menjalankan tugas dalam kapasitas 

selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, yakni hanya menyampaikan Akta yang 

dibuat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permohonan balik nama 

yang diajukan oleh Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I kepada Kantor 

Pertanahan untuk didaftar, hal ini adalah sebagaimana yang diperintahkan 

oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, khusunya Pasal 40 

Peraturan Pemerintah RI. No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah 

(Surat Permohonan Pendaftaran ditanda tangani di Kantor Badan Pertanahan 

disebut/dikenal Blangko dengan kode DI 304 A). 

17. Bahwa adapun mengenai dalil-dalil Penggugat selebihnya, sebagaimana yang 

terurai pada poin 21, 22, 23 dan 24 pada bagian positanya, maka Tergugat 

merasa perlu untuk tidak menanggapinya. 

18. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas poin 25 gugatan Penggugat pada 

bagian positanya sebab permohonan Conservatoir Beslaag (Sita Jaminan) 

yang diajukan oleh Penggugat terhadap harta-harta milik Tergugat I karena 

permohonan tersebut tidak beralasan/berdasar hukum dan terkesan sangat 

mengada-ada, oleh karena itu Tergugat I hanyalah menjalankan tugas dan 

fungsinya sebagai Pejabat Notaris sebagaimana yang diamanatkan oleh 
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 1998 Tentang 

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dimana Akta yang dibuat 

oleh Tergugat I telah memenuhi syarat-syarat untuk wajibkan oleh Undang-

Undang tersebut, dan lagi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 

89/K/1018/M/1962 tertanggal 25 April 1962 menyatakan : dalam sita jaminan 

terhadap tanah haruslah teliti dengan benar apakah benar milik tersita dan 

harus disebutkan dengan jelas baik luas dan batasnya, sebab jika harta tersebut 

adalah ada kaitannya dengan pihak lain (pihak ketiga) tentunya sita jaminan 

tersebut dapat menjadi tidak sah dan dapat menimbulkan persoalan baru lagi, 

karena otomatis pihak yang merasa mempunyai hak atas obyek yang 

diminta/diletakkan sita akan mengajukan gugatan perlawanan, dan selain itu 

harta milik Tergugat I tidaklah memiliki keterkaitan langsung maupun tidak 

langsung dengan pokok perkara. 

19. Bahwa dengan demikian, segala Akta-Akta yang telah dibuat oleh dan 

dihadapan Tergugat I, baik itu Akta No. 42 atau Akta No. 43 atau Akta-Akta 

Hibah masing-masing Nomor : 355/PB-XI/2007, Nomor : 356/PB-XI/2007, 

Nomor : 357/PB-XI/2007, Nomor : 358/PB-XI/2007, Nomor : 359/PS-

XI/2007, dan Nomor : 360/PS-XI/2007, kesemuanya tertanggal 20 Nopember 

2007 adalah sah dan mengikat, sehingga sangatlah beralasan, bila Majelis 

Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A quo dapat menjatuhkan 

putusan yang pada intinya Menolak Gugatan Penggugatnya untuk seluruhnya. 

 

2.3.2    Pendapat dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu 
 
A. Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu 
 

Dalil pihak Tergugat 1 - Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H. dan 

Penggugat dalam perkara ini bermula dari suatu perbuatan hukum yang diterdapat di 
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dalam  Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan tanggal 24 

Desember 2001 Nomor : 42 tentang surat pernyataan pembagian harta dan harta 

warisan. Mengacu pada pokok persoalan tersebut Majelis memperhatikan bukti-bukti 

surat yang diajukan oleh Penggugat yang bertanda P-1 s/d 35, dan Tergugat I yang 

bertanda T.I-1 berdasarkan otentisitas akta. Menurut Majelis Hakim penilaian 

otentisitas akta tersebut tidaklah cukup hanya berdasarkan pada prosedur/cara 

pembuatan dan wewenang pejabat yang membuat akta saja, namun juga harus 

mencermati substansi akta. 

 

B.Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu. 
 

Kesalahan Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H.  yang dimaksud dalam 

kasus ini, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Palu Tanggal 25 Agustus 2009 NO. 85/ 

Pdt.G/ 2008/ PN.PL., merupakan bentuk pelanggaran hak orang lain, yaitu : 

melakukan perbuatan yang menghalangi, atau mempersulit orang lain yang berhak 

untuk melaksanakan haknya dimana klien tidak mendapatkan hak atas Akta Otentik 

tersebut. Sanksi yang dijatuhkan terhadap perbuatan melanggar hukum Notaris 

Anand Umar Adnan, S.H., M.H. adalah berupa penggantian biaya, ganti rugi dan 

bunga. Sehingga, Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan 

Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 yang dibuat dihadapan Notaris  Anand Umar 

Adnan, S.H., M.H.batal demi hukum.  

 

2.3.3 Hasil Wawancara Mengenai Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu 

Tanggal 25 Agustus 2009 NO. 85/Pdt. G/2008/PN.PL 

Dari hasil wawancara terhadap beberapa Notaris yang dilakukan , diperoleh 

gambaran sebagai berikut : 

1. Dalam kasus ini dipermasalahkan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan 

Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 yang di buat di hadapan 
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Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H., yang didalamnya terdapat 3 (tiga) 

perbuatan hukum, yaitu :  

- Pembagian Harta  

- Kuasa 

- Hibah 

Berdasarkan hal-hal tersebut, bagaimanakah pendapat Bapak/Ibu tentang Akta 

Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 

Nomor : 42 yang di buat di hadapan Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H. 

tersebut ditinjau dari ketentuan hukum yang berlaku ? 

Nurman Rizal, S.H. : 

Pada umumnya tidak boleh membuat akta yang terdiri atau memuat 3 (tiga) 

perbuatan hukum. Adanya 3 (tiga) perbuatan hukum dalam pembuatan akta 

diperbolehkan bagi pembuatan akta tertentu, seperti : Akta Pengikatan Dan Jual Beli 

yang didalamnya terdapat Kuasa atau Perjanjian, dan Hibah. Jadi, sesungguhnya jika 

di dalam Akta tersebut apa yang diperjanjikan terdapat perjanjian yang mengikuti 

untuk perbuatan hukum tersebut, maka menurut Pasal 1320 jo Pasal 1338 

KUHPerdata, maka perjanjian tersebut adalah sah dan tidak ada pelanggaran 

hukum.35 

Ruli Iskandar, S.H. : 

Menurut hemat saya tidak ada yang perlu dipermasalahkan terhadap Akta 

Notaris  yang didalamnya memuat 3 (tiga) buah perbuatan hukum. Tidak ada 

peraturan yang melarang orang membuat akta yang memuat lebih dari satu perbuatan 

hukum dan orang boleh membuat pernyataan atau perjanjian apapun sepanjang 

disetujui oleh yang membuat akta (Pasal 1338 KUH Perdata) dan mengenai 

                                            
35 Berdasarkan wawancara terhadap Nurman Rizal, S.H. pada tanggal 05 Januari 2012 
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keabsahannya harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1320 KUH Perdata.36 

Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn. : 

Secara umum Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu 

perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUH Perdata Jo Pasal 1338 KUH Perdata 

dimana penghadap telah menyampaikan kehendaknya dituangkan dalam suatu 

perjanjian dalam bentuk Notariil. Dari ketentuan UUJN, Notaris tersebut telah 

memenuhi kewajibannya untuk menyatakan kehendak penghadap sesuai dengan 

ketentuan pada Pasal 15 ayat 1 UUJN.37 

2. Pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan 

Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 yang di buat di hadapan Notaris 

Anand Umar Adnan, S.H., M.H., adalah didasarkan pada keinginan Hi. Mubin 

Raja Dewa selaku Penghadap (selanjutnya merupakan Penggugat), yang juga 

dihadiri 4 (empat) orang anaknya dan menjadi Para Pihak Penghadap dalam 

akta tersebut, adalah untuk maksud : membagi harta Hi. Mubin Raja Dewa 

dan almarhumah istri Hj.Aisa , yang menurut keterangannya dalam dalil 

gugatannya yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Palu Tanggal 24 

Agustus 2009,adalah sebatas penunjukan dan porsi masing-masing anak-

anaknya (penerima). Apakah keinginan atau maksud seperti ini lazim dan 

dapat dituangkan dalam pembuatan suatu akta Notaris ? 

Nurman Rizal, S.H. : 

Lazim. Perbuatan hukum tersebut di atas dapat dilakukan dan dituangkan 

dalam akta, hal ini sesuai dengan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata. Secara 

                                            
36 Berdasarkan wawancara terhadap Ruli Iskandar, S.H. Tanggal 09 Januari 2012 

37 Berdasarkan wawancara terhadap Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn. Tanggal 10 Januari 
2012 
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substansial, hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, waris dan ketentuan 

lainnya yang berkaitan dengan Pasal 1666 KUHPerdata.38 

Ruli Iskandar, S.H. : 

Menurut hemat saya keinginan atau maksud penggugat adalah lazim dan dapat 

dituangkan dalam pembuatan akta notaris. Orang bebas membuat perjanjian apapun 

sepanjang disetujui oleh yang membuat akta (Pasal 1338 KUH Perdata) dan 

mengenai keabsahannya harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1320 KUH Perdata.39 

Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn. : 

Keinginan penghadap oleh Notaris telah dituangkan dalam akta Notaril dan 

Notaris sebagai Pejabat yang di sumpah akan bertanggung jawab atas isi keinginan 

yang disampaikan penghadap dan hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-

Undang, selama perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1320 KUH 

Perdata dan 1338 KUH Perdata.40 

3. Dalam pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta 

Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 yang di buat di hadapan 

Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H., salah satu Penghadap yaitu Hi. 

Mubin Raja Dewa merasa dirugikan dikarenakan maksud/ keinginannya tidak 

terpenuhi padahal akta tersebut telah dibacakan oleh Notaris kepada para 

Penghadap, Penghadap telah setuju dan sepakat,kemudian akta tersebut 

ditandatangani oleh para Penghadap, saksi-saksi dan Notaris. Jika setelah akta 

tersebut sudah dibacakan Notaris dihadapan para Penghadap dan 

ditandatangani oleh para Penghadap, saksi-saksi dan Notaris, lalu salah satu 

                                            
38 Berdasarkan wawancara terhadap Nurman Rizal, S.H. Tanggal 05 Januari 2012 

39 Berdasarkan wawancara terhadap Ruli Iskandar, S.H. Tanggal 09 Januari 2012 

40 Berdasarkan wawancara terhadap Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn. Tanggal 10 Januari 
2012 
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dari Penghadap merasa dirugikan berkaitan dengan isi perjanjian yang 

disepakatinya dengan Penghadap lainnya, langkah  apakah yang seharusnya 

ditempuh oleh salah satu Penghadap yang merasa dirugikan dalam akta 

tersebut ? 

Nurman Rizal, S.H. : 

Dalam praktek, salah satu dari para penghadap kalau mempunyai iktikad tidak 

baik biasanya salah satu orang akan mencari celah hukum yang menyatakan bahwa 

perbuatan hukum tersebut adalah tidak sah. Jadi, berkaitan dengan pertanyaan 

tersebut di atas , sesungguhnya tidak ada seorangpun yang menyatakan tidak sah 

kecuali Hakim dalam putusan suatu perkara.Jadi apa yang sudah disepakati dan 

ditanda tangani aktanya di hadapan Notaris, tidak dapat dirubah oleh salah satu 

penghadap, tanpa ada persetujuan satu dan lain penghadap yang terdapat dalam akta 

tersebut, yang kemudian dituangkan dalam Akta Perubahan.41 

Ruli Iskandar, S.H. : 

Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 

Desember 2001 Nomor : 42 yang di buat di hadapan Notaris Anand Umar Adnan, 

S.H., M.H. telah dibuat oleh pembuat akta dan oleh karenanya isi Akta tersebut itu 

harus dianggap benar adanya, karena sudah dibacakan dan oleh Notaris dihadapan 

para penghadap, dan ditandatangani oleh para penghadap dan Notaris, kecuali bisa 

dibuktikan sebaliknya bahwa itu tidak benar.42 

Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn. : 

Apabila Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 

24 Desember 2001 Nomor : 42 yang di buat di hadapan Notaris Anand Umar Adnan, 

S.H., M.H.   tersebut telah ditandatangani oleh para pihak penghadap dan Notaris, dan 

dimana sebelum dilakukan penandatangan telah dilakukan pembacaan Akta tersebut 

                                            
41  Berdasarkan wawancara terhadap Nurman Rizal, S.H. Tanggal 05 Januari 2012 

42 Berdasarkan wawancara terhadap Ruli Iskandar, S.H. Tanggal 09 Januari 2012 
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oleh Notaris dihadapan para pihak penghadap, serta para pihak telah mengerti dan 

sepakat atas apa yang sudah dituangkan dalam akta tersebut, maka apabila ada pihak 

yang merasa dirugikan, bisa meminta sang Notaris dengan persetujuan para pihak 

dalam akta tersebut untuk membuat Akta Perubahan yang isinya berdasarkan apa 

yang diinginkan para pihak tersebut.43 

4. Dua (2) orang penerima harta dan harta warisan merupakan anak-anak Hi. 

Mubin Raja Dewa, yang termasuk dalam kategori belum cukup umur. 

Bagaimana pandangan/ pendapat Bapak/Ibu mengenai hal ini, terkait dalam 

rangka akan dilakukannya pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian 

Harta Dan Harta Warisan oleh Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H., 

tersebut ? 

Nurman Rizal, S.H. : 

Teori hukum terkait masalah anak masih di bawah umur harus diwakili oleh 

orang tuanya/ walinya yang secara hukum bertindak untuk dan atas nama anak di 

bawah umum dalam akta. Berkaitan dengan pertanyaan tersebut di atas, seharusnya 

Notaris menyarankan untuk tindakan hukum tersebut, diwakili oleh orang tuanya 

yang mewakili anaknya karena masih dalam kekuasaan orang tua. Jika ternyata di 

dalam pembuatan akta tidak diwakili oleh orang tua/wali berdasarkan Penetapan 

Pengadilan maka akta tersebut menjadi tidak sah. 44 

Ruli Iskandar, S.H : 

Menurut hemat saya tidak ada peraturan yang melarang anak-anak dibawah 

umur untuk menerima peralihan harta dan dalam pembuatan akta peralihannya anak 

dibawah umur dapat diwakilkan oleh orangtuanya atau walinya.45 

                                            
43 Berdasarkan wawancara terhadap Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn. pada tanggal 10 

Januari 2012 

44 Berdasarkan wawancara terhadap Nurman Rizal, S.H. pada tanggal 05 Januari 2012 

45 Berdasarkan wawancara terhadap Ruli Iskandar, S.H. pada tanggal 09 Januari 2012 
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Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn. : 

Ketentuan Pasal 39 UUJN secara tegas ditentukan usia penghadap Notaris 

adalah 18 tahun, sehingga dalam hal ini, apabila anak-anak dibawah umur tersebut 

menjadi pihak yang akan menerima peralihan harta maka di dalam aktanya tindakan 

nya diwakili orangtuanya atau walinya.46 

5. Setelah pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta 

Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 yang di buat di hadapan 

Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H. tersebut telah dilakukan, dan 

kemudian apabila di suatu waktu para pihak penghadap yang ditunjuk sebagai 

penerima harta dalam akta tersebut ingin dilakukan proses balik nama 

terhadap objek-objek yang ada dalam akta tersebut, apakah kehadiran Hi. 

Mubin Raja Dewa sebagai pemberi harta dan kuasa kehadirannya diperlukan 

lagi dalam rangka pembuatan Akta Hibah yang akan dibuat oleh Notaris 

Anand Umar Adnan, S.H., M.H dalam kedudukannya sebagai PPAT ? 

Nurman Rizal, S.H. : 

Dalam Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 

24 Desember 2001 Nomor : 42 yang di buat di hadapan Notaris Anand Umar Adnan, 

S.H., M.H., sudah terdapat kuasa menghibahkan dan kuasa-kuasa lainnya, jadi secara 

hukum pada waktu melaksanakan pembuatan Akta Hibah tersebut si Pemberi tidak 

perlu hadir, cukup diwakili oleh Penerima Kuasa yang tertera dalam Akta Akta Surat 

Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta warisan tersebut. Berkaitan dengan 

pertanyaan tersebut, tidak ada pelanggaran oleh Notaris dalam rangka pembuatan 

Akta Hibah dalam kedudukannya sebagai PPAT karena di dalam Akta Surat 

Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan  sudah ada kuasa hibah.47 

                                            
46 Berdasarkan wawancara terhadap Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn. pada tanggal 10 

Januari 2012 

47 Berdasarkan wawancara terhadap Nurman Rizal, S.H. pada tanggal 05 Januari 2012 
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Ruli Iskandar, S.H : 

Menurut hemat saya jika penggugat telah memberikan kuasa untuk membuat 

Akta Hibah tersebut didalam Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta 

Warisan tersebut , maka dalam pembuatan Akta Hibah kehadiran si pemberi kuasa 

tidak diperlukan lagi.48 

Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn. : 

Untuk pembuatan Akta Hibah berdasarkan Akta lain yang telah memuat kuasa 

berkaitan dengan pelaksanaan hibah tersebut dalam hal ini adalah Akta Surat 

Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan tersebut yang apabila didalamnya 

sudah terdapat kuasa menghibahkan, maka pemberi hibah dapat tidak hadir dalam 

pembuatan Akta Hibah tersebut, dalam hal ini penerima hibah juga bertindak selaku 

kuasa dari pemberi hibah.49 

 

2.3.4     Analisa Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu Tanggal 25 Agustus 2009 

NO. 85/Pdt. G/2008/PN. PL. 

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim  Pengadilan Negeri Palu dalam 

perkara ini, terdapat kesalahan secara prosedural dan substansial dalam pembuatan 

Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 

2001 Nomor 42 yang dibuat dihadapan Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H, 

sehingga akta tersebut dinyatakan cacat hukum. Penulis berpendapat bahwa 

kesalahan Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H yang dimaksud dalam perkara ini 

terkait dengan prosedural dan substansial pembuatan Akta Surat Pernyataan 

Pembagian Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor: 

                                            
48 Berdasarkan wawancara terhadap Ruli Iskandar, S.H. pada tanggal 09 Januari 2012 

49 Berdasarkan wawancara terhadap Sri Buena Brahmana, S.H., MKn pada tanggal 10 Januari 
2012 
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42 adalah tidak tepat. Bahwa, Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H. pada dasarnya 

sudah melaksanakan pembuatan akta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku 

dalam membuat Akta Otentik. 

Secara prosedural dan hubungan hukum yang dimuat sebagai isi akta telah 

sesuai dengan kehendak penghadap. Dan, secara substansial tidak terdapat kesalahan 

dalam pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan 

Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42,  yang dipermasalahkan dalam perkara ini. 

Akta ini adalah perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris Anand Umar Adnan,S.H., 

M.H.  yang pada dasarnya dapat memberikan perlindungan hukum terhadap para 

pihak maupun Notaris sendiri sebagai pembuat akta. Akta Surat Pernyataan 

Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42  

tersebut adalah sah sampai akhirnya pihak (Penggugat) menyatakan akta tersebut 

adalah tidak sah dengan melalui gugatan ke Pengadilan Umum.  

Untuk menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Palu  Tanggal 25 Agustus 

2009 NO. 85/ Pdt.G/ 2008/ PN.PL.yang menyatakan bahwa Akta Surat Pernyataan 

Pembagian Harta Dan Harta Warisan atau Akta No.42 Tanggal 24 Desember 2001 

cacat hukum, maka Penulis melakukan analisis terhadap peraturan dan perundang-

undangan yang terkait dengan prosedur dan substansi dari Akta Surat Pernyataan 

Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 

tersebut. 

 

a. Secara prosedural pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta 

Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42  yang dibuat 

dihadapan Notaris Anand Umar Adnan,S.H., M.H.  adalah : 

Penggugat menghadap Notaris dan menerangkan kehendaknya untuk 

dibuatkan akta tentang pernyataan pembagian harta dan harta warisan. Akta Surat 

Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor 

: 42 yang dimaksud telah dibacakan Notaris dihadapan para, penghadap dan saksi-
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saksi, dan telah ditandatangani oleh para penghadap saksi-saksi dan Notaris. 

Pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 

Desember 2001 sudah sesuai prosedur yang ada. 

Bahwa pada tanggal 24 Desember 2001 Hi. Mubin Raja Dewa, untuk 

selanjutnya disebut sebagai Penggugat, datang menghadap kepada Notaris  Anand 

Umar Adnan,S.H., M.H untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, beserta 4 

(empat) orang anaknya yaitu Fazil Hi. Mubin Raja Dewa, Ridwan Hi. Mubin Raja 

Dewa, Faradiba Hi. Mubin Raja Dewa,Syarif Hi. Mubin Raja Dewa, untuk 

selanjutnya disebut sebagai Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut 

Tergugat I, untuk dibuatkan suatu perjanjian yang berbentuk Akta Notaris mengenai 

tindakan hukum yang akan dilakukan atas harta Penggugat dan Almarhumah isterinya 

Hj. Aisa. Menurut Notaris Anand Umar Adnan,S.H., M.H., Penggugat beserta anak-

anaknya ingin melakukan pembagian harta dan harta warisan yang akan diberikan 

seluruhnya kepada Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I, atas dasar tersebut 

dibuatlah Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 

Desember 2001 Nomor : 42, yang dibuat dihadapan Notaris  Anand Umar 

Adnan,S.H., M.H., yang  isinya berupa pembagian harta Penggugat dan Almarhumah 

isterinya mengenai pemberian harta dan kuasa.  

Menurut Penulis, dasar penjelasan bagi aspek prosedural dalam pembuatan 

Akta  Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 

2001 Nomor : 42 sesuai dengan keterangan para penghadap dan pembubuhan tanda 

tangan di dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H. 

Seorang Notaris berwenang untuk membuat akta partij atas permintaan penghadap, 

dimana isi dari akta partij adalah jelas dan tegas sesuai dengan keinginan atau 

kepentingan para penghadap. Kewajiban membubuhkan tanda tangan dimaksudkan 

untuk mengetahui pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum. Keharusan dan 

kekuatan penandatanganan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 1869 KUH Perdata, 
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dan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat 1, Pasal 16 Ayat 1 (l) UUJN dan 

Ketentuan Kode Etik Notaris Pasal 3 Ayat 14. 

Dalam hal penerbitan salinan kedua Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta 

Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 yang dibuat dihadapan 

Notaris  Anand Umar Adnan,S.H., M.H. pada tanggal 20 Nopember 2007 adalah 

berdasarkan permintaan para penghadap lainnya yang terdapat dalam akta tersebut 

(Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I) tanpa persetujuan Penggugat,  menurut 

Majelis Hakim adalah telah menyimpang dari ketentuan Undang-Undang dimana 

seorang Notaris berkewajiban untuk bertindak secara seksama dan menjaga 

kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.  

Menurut Penulis sehubungan dengan diterbitkannya salinan kedua dari Akta 

Surat Pernyataan Pembagian Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 

Desember 2001 Nomor : 42 oleh Notaris  Anand Umar Adnan,S.H., M.H., pada 

tanggal 20 Nopember 2007, adalah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan-undangan yang ada, Berdasarkan UUJN Pasal 16 ayat 1 (a) Dalam 

menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban : a. bertindak jujur, saksama, tidak 

berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum ;  

mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta 

Akta.dalam hal ini adalah Pasal 16 ayat 1 (c) UUJN dan Pasal 54 UUJN Notaris 

hanya dapat memberikan , memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse 

Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung 

pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh 

peraturan perundang-undangan., karena pihak penghadap yang ada didalam akta 

tersebut mempunyai hak untuk meminta salinan akta kepada Notaris Anand Umar 

Adnan, S.H., M.H. , dimana mereka juga merupakan para penghadap yang tercantum 

didalam Minuta Akta tersebut. Dan didasarkan pada kekuatan  pembuktian tulisan 

sebagai alat bukti dalam perkara ini terletak pada akta aslinya dalam hal ini Minuta 

Akta. Notaris berwenang dan sekaligus berkewajiban untuk mengeluarkan dan 
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memberikan salinan akta, kutipan akta kepada yang berkepentingan langsung. 

Kewajiban menyampaikan atau menyerahkan alat bukti tulisan ada pada pihak dalam 

perkara sebagaimana isi Pasal 121 ayat 1 HIR. Jadi Penulis berpendapat bahwa 

Notaris Anand Umar Adnan,S.H., M.H. telah melaksanakan kewajibannya sebagai 

Notaris sebagaimana yang dituangkan didalam Pasal 16 ayat 1(a) dan (c) dan Pasal 54 

UUJN  dan sesuai dengan kode etik jabatannya sebagaimana yang tercantum dalam 

Kode Etik Notaris Pasal 3 ayat (4). 

 

b. Secara substansial, pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta 

Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42  yang dibuat 

dihadapan Notaris Anand Umar Adnan,S.H., M.H.  adalah : 

Menurut Hakim, di dalam Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta 

Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 terdapat 3 (tiga) buah perbuatan 

hukum, yaitu : perbuatan hukum pembagian harta dan harta warisan, yang merupakan 

perjanjian pokok berikut perbuatan hukum pemberian harta dan pemberian kuasa 

yang merupakan perjanjian accesoir dari akta tersebut . Perbuatan hukum pemberian 

harta tidaklah dapat dibuat dalam satu akta dengan perbuatan hukum pembagian 

warisan - harus dilakukan dalam pembuatan akta terpisah, dan tidak sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku dalam pembagian waris.  

Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan Tanggal 24 

Desember 2001 Nomor : 42 yang dibuat dihadapan Notaris Anand Umar Adnan,S.H., 

M.H.   berisi 3 (tiga) perbuatan hukum yang saling terkait satu sama lainnya. Pada 

prinsipnya suatu akta hanya memuat satu hubungan hukum, namun Undang-Undang 

tidak melarang adanya beberapa hubungan hukum dalam satu akta sepanjang 

hubungan hukum yang dimaksud saling berhubungan. Adapun dalam hal ini akta  

tersebut memuat hubungan hukum : pembagian harta warisan, hibah dan kuasa, 

artinya :  telah menerangkan mengenai pembagian harta, pembagian harta warisan, 

dan kuasa (dalam bentuk Akta Surat Pernyataan Pembagian harta Dan Harta 
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Warisan),  di hadapan para pihak penghadap dan saksi-saksi sebagai dasar dari 

perbuatan hukum para pihak.  

Sesuai dengan isi Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan 

tersebut, Penggugat telah membagikan harta dan harta warisannya sesuai dengan 

kehendak para penghadap. Berdasarkan Akta  Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan 

Harta Warisan tersebut, maka selanjutnya penerima harta berhak menghibahkan harta 

yang menjadi bagiannya kepada pihak lain. Dan, adanya pemberian kuasa dalam Akta 

tersebut adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang, karena kuasa itu 

diperlukan untuk mewakili Penggugat. Dalam hal Akta ini memuat kuasa atas nama 

pemberi harta (Penggugat). Pencantuman kuasa dalam pembagian harta dan harta 

warisan ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan sah demi hukum. 

Pada dasarnya undang-undang memberikan kebebasan kepada para pihak 

untuk untuk menetapkan isi perjanjian di dalam akta. Satu perbuatan hukum atau 

perjanjian sebaiknya dituangkan dalam satu atau sebuah akta. Pada umumnya suatu 

perjanjian menimbulkan beberapa perikatan, dimana tidak semua perikatan akan 

langsung timbul dan secara nyata disebutkan oleh para pihak. Dalam hal adanya 

beberapa perbuatan hukum atau perjanjian yang berasal dari kehendak para pihak 

yang dituangkan dalam satu akta, hal ini adalah sangat dimungkinkan didasarkan 

pada timbulnya perikatan lain sesudah diterbitkannya akta tersebut dan kehendak para 

pihak. Kehendak para pihak yang bebas merupakan salah satu asas perjanjian, yang 

selanjutnya menempatkan kehendak para pihak sebagai unsur pembentuk perjanjian. 

Hal tersebut jelas disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : 

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya”.  

Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan ini adalah 

perjanjian yang harus dan dibuat di hadapan Notaris yang secara formal wajib 

memiliki bentuk tertentu. Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta dan Harta Warisan 

disini sebagai sebuah akta yang di dalamnya meliputi 3 (tiga) perbuatan hukum atau 
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perjanjian, yang mana  isi-isi didalam akta tersebut merupakan kesepakatan para 

pihak dengan segala ketentuan maupun syarat-syarat yang telah disetujui oleh para 

pihak tersebut dan dituangkan ke dalam suatu akta otentik yang dibuat dihadapan 

Notaris didasarkan wewenang yang diberikan jabatan Notaris. Menurut Majelis 

Hakim dalam menilai substansi akta,  harus dilihat syarat-syarat sahnya suatu 

perbuatan hukum/perikatan yang dilakukan oleh para penghadap, sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Terkait dengan perkara ini maka syarat-

syarat yang dimaksud adalah : sepakat mengikatkan diri dan kecakapan untuk 

membuat suatu perikatan. Kesalahan dalam pembuatan akta tersebut adalah bahwa 

salah satu pihak yang belum cukup umur. Jadi, menurut Majelis Hakim secara 

substansial, akta tersebut tidak memenuhi syarat keotentikan suatu akta. 

Terhadap permasalahan batas umur yang belum cakap dalam mengadakan 

perbuatan hukum tersebut, sifatnya adalah dapat dibatalkan, bukan batal demi hukum. 

Bahwa didalam hal ini pendampingan sudah dilakukan oleh penghadap (Penggugat), 

karena Penggugat adalah Bapak dari 4 (empat) orang anaknya yang turut serta hadir 

dihadapan Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H. Pada waktu Penggugat hadir 

dihadapan Notaris tersebut, Penggugat mengatakan kepada Notaris bahwa keempat 

anaknya itu sudah dewasa dibuktikan dengan memperlihatkan Kartu Tanda 

Penduduknya masing-masing. Kemudian pernyataan ini dibantah oleh Penggugat 

sendiri dengan menyatakan bahwa dalam gugatan dua dari empat anaknya itu masih 

dibawah umur   Menurut Penulis, putusan Majelis Hakim atas kesalahan Notaris 

Anand Umar Adnan, S.H., M.H.   berupa tuntutan kerugian atas pembuatan akta yang 

dinyatakan batal demi hukum adalah tidak tepat. 

 Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Penulis kepada beberapa 

Notaris, maka dapat disimpulkan pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta 

Dan Harta Warisan Tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 42 yang di buat di hadapan 

Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H., sudah sesuai dengan prosedur dan tata cara 

yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

Berdasarkan uraian materi pembahasan kasus yang diuraikan sebelumnya, 

Penulis menarik beberapa kesimpulan, yakni : 

3.1      Kesimpulan 

1.  Bahwa pembuatan Akta Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan, 

agar tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan, dalam pembuatannya Akta 

Surat Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan dapat dibuat dalam bentuk 

akta dibawah tangan atau akta Notariil. Setiap akta harus memenuhi syarat-syarat 

materil dan formil dari akta. Suatu akta Surat Pembagian Harta dan Harta Warisan 

yang dibuat dalam bentuk dibawah tangan haruslah memenuhi syarat-syarat suatu 

akta dibawah tangan antara lain : harus di tandatangani, memuat peristiwa yang 

menjadi dasar suatu hak dan peristiwa, surat tersebut dibuat untuk digunakan 

sebagai alat bukti. Sedangkan apabila akta Surat Pernyataan Pembagian Harta dan 

Harta Warisan dibuat dalam bentuk akta Notariil maka akta tersebut harus 

memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdata, 

Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, dimana suatu akta 

Notariil harus memenuhi seluruh syarat-syarat formal untuk dapat dinyatakan 

sebagai akta notaril antara lain: dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang 

berwenang, dibuat dalam bentuk yang ditetapkan oleh Undang-Undang, pejabat 

tersebut berwenang ditempat akta tersebut dibuat. 

2. Bahwa apa yang diputuskan Majelis Hakim tersebut mengenai Akta Surat 

Pernyataan Pembagian Harta Dan Harta Warisan, Tanggal 24 Desember 2001, 

Nomor : 42, yang dibuat dihadapan Notaris Anand Umar Adnan, S.H., M.H., 

Notaris tersebut dinyatakan telah melanggar Prosedural dan Substansial 

Pembuatan Akta adalah tidak tepat, karena Notaris tersebut dalam pembuatan Akta 

yang dimaksud sudah sesuai dengan ketentuan yang ada pada peraturan 

Tinjauan yuridis..., Ricky Bangun, FH UI, 2012



88 

 

 Universitas Indonesia 

perundang-undangan, yaitu Pasal 15, 16 Ayat 1 (a), (c) dan (l), Pasal 54 UUJN, 

Ketentuan Kode Etik Notaris Pasal 3 ayat 4 dan ayat 14, dan ketentuan yang ada 

dalam Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata menyangkut syarat sahnya suatu 

perjanjian yaitu Pasal 1320, 1338, dan 1868. 

3.2      Saran 

1. Sebaiknya Setiap Notaris harus bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuat 

olehnya, adalah merupakan kewajiban notaris untuk membuat akta dengan baik 

dan benar, akta yang bermutu dan berdampak positif. Kewajiban-kewajiban 

tersebut hanya dapat dicapai apabila seorang notaris dalam menjalankan 

jabatannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUJN dan Kode 

Etik Notaris. Oleh karena itu dalam pembuatan akta Surat Pernyataan Pembagian 

Harta Dan Harta Warisan seorang notaris harus memahami syarat-syarat formal 

dan materiil dari suatu akta yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, serta juga memperhatikan Kode Etik 

Notaris. 

2. Sebaiknya dalam memutus perkara hakim lebih cermat dalam menerapkan hukum 

dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pokok perkara, terutama 

dalam kasus ini hakim sama sekali tidak memperhatikan ketentuan Undang-

Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Kesalahan dalam memutuskan 

perkara dalam kasus yang dibahas tesis ini disebabkan karena hakim-hakim kurang 

memahami pengetahuan secara komprehensif dan lengkap tentang ilmu 

kenotariatan. 
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BRAHMANA, S.H., M.Kn. 

 
Jalan. Petogogan I No.12, 
Gandaria Utara, 
Kebayoran Baru, Jakarta 
Selatan. 
 
 
Jalan. Prof DR Satrio No. 
18c, Setia Budi, Jakarta 
Selatan. 
 
 
Jalan. Tebet Utara III A 
No. 25, Tebet, Jakarta 
Selatan. 

 
04 Januari 2012 
 
 
 
 
 
09 Januari 2012 
 
 
 
 
10 Januari 2012 

 
14.00 WIB 
 
 
 
 
 
13.00 WIB 
 
 
 
 
09.00 WIB 

 
Kantor Notaris Nurman 
Rizal, S.H. 
 
 
 
 
Kantor Notaris Ruli 
Iskandar, S.H. 
 
 
 
Kantor Notaris Sri Buena 
Brahmana, S.H., M.kn  
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